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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan togas utama yang hakiki dari sosok aparatur,
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tugas ini telah jelas digariskan dalam
pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan
pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh /tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelayanan merupakan suatu (usaha bantuan yang diberikan kepada
masyarakat dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau birokrasi dalam rangka
mencapal suatu tujuan tertentu. Karena pelayaman mecrupakan bagian hal yang
penting dalam Sendi-kehidupan masyarakat, maka sebagai pelaksana kebijakan
yang melayani masyarakat diuntut untuk mampu melaksanakan fungsi pelayanan
secara maksimal melalui penerapan’sistem yan.g mampu diakses seluruh lapisan
masyarakat. Sebagai pengguna layanan publik, setiap masyarakat mengharapkan
pelayanan yang baik dan pemerintah. Begitu penting dan strategisnya fungsi
pelayanan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka
pemerintah selaku pengambil kebijakan dituntut untuk terus meningkatkan
kualitas pelayanan publik terutama bagi instansi yang terkait langsung dengan

penerima pelayanan publik dalam hal ini adalah masyarakat. Baik buruknya
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persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan instansi terkait,
tidak hanya berdampak pada minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang
diberikan, akan tetapi dapat juga memberikan variasi pada persepsi masyarakat
pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara
umum. Karenanya, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan pubhk dituntut untuk mampu memenuhi harapan
masyarakat melalui pelayanan yang diberikan.

Pelayanan sepatutnya dapat memenuhi kepuasaan objek yang dilayani,
karena tingkat kepuasan objek yang dilayani menjadi salah sat tolok ukur bahwa
pelayanan ‘yang diberikan telah™ memenuhi standar normatif yang diharapkan
masyarakat. Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan aktivitas secara
langsung yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat schingga
masyarakat mendapatkan kepuasaan. Terlebih lagi, apabila pelayanan itu telah
menerapkan sistem yang canggih dengan alat teknoiogi yang memadai. Dengan
demikian, waktu pelayanan berjalan efektif dan efisien; dilengkapi dengan sarana
dan prasarana yang memadat sehinggarpelayanan dapat dilakukan secara
maksimal,

Salah satu harapan‘masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan adalah
pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah sesuai dengan perkembangan
zaman dan perubahan sosial dan dinamikanya. Dalain konteks ini, pelayanan
menjadi kewajiban dan tanggung jawab birokasi dalam mengadopsi perubahan

beragam kebutuhan sosial berdasarkan kinerja profesional.



Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan publtk meningkat, tetapi tidak disertai dengan peningkatan keahtian
dan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan, misalnya pegawai yang
belum memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer, gagap teknologi,
tidak mengenal internet dan lain-lam yang mendukung modemnisasi manajerial
pelayanan publik. Masih sering dijumpai pelayanan dengan prosedur berbelit-
belit, kurang transparan,-lamban, sikap dan.tindakan aparat kurang ramah,
arogan, fasilitas pelayanan yang kurang memuaskan babkan sering terjadi adanya
pungutan liar; sehingga pelayanan yang dilakukan tidak adil dan tidak
mencerminkan profesionalisme.

Fenomena-fenomena ini yang kerap imewarnai proses hubungan antara
pemerintah dan-masyarakat: i1 zaman yang serba modern melalui perkembangan
ilmu teknologi dengan memanfaatkan media sosial menjadi jembatan bagi
masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya jika merasa tidak puas dengan
pelayanan yang diteruna sehingga berit2 yang.disampaikan akan menjadi
konsumsi publik secara Mas;akibatnya bisa-berdampak tidak baik, jika dilihat
dari sisi/pemenntal ini akan akan mempengaruhi kewibawaan birokrasi dan jika
dipandang dari sisi masyarakat akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap
pemerintah.

Untuk itu Pemerintah berupaya keras dan terus-menerus tada henti
melakukan inovasi dan perubahan pelayanan kearah yang lebih baik, i dilakukan
apar kewibawaan birokrasi pemerintahan ictap terjaga dan kepercayaan

masyarakat tidak luntur terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, salah



satu inovasi pelayanan publik yang diterapkan pemerintah adalah diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau lebih dikenal dengan singkatan
PATEN.,

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dibentuk sebagai
salah satu solusi menjawab keluh kesah masyarakat terhadap rendashnya kualitas
pelayanan publik vang selama mi menjadi. permasalahan. PATEN sendir
merupakan suatu_sistem pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui satu
meja pelayanan, dimana seluruh proses tahapan pelayanan dilakukan dalam satu
tempat dengan menpedepankan azas-azas pelayanan publik. Mengapa kecamatan
dijadikan s¢bagal obejk pelayanan .?, karena kecamatan merupakan salah satu
unit organisasi-pemernntah daerah mempunyai-kedudukan yang strategis karena
berada di garis depan (front fine) yang berhadapan langsung dengan masyarakat
dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan funmtan yang selalu
berubah dan berkembang. Pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan
pemerintah kabupaiten dam-pusat pelayanan bagi masyarakat menjadi motor
penggerak pelayanan publiks, ‘Baik bumknya pemerintah kecamatan dalam
menyelenggarakan Pelayanans-Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) akan
berpengaruh terhadap nama baik pemerintah atasan dalam hal ini adalah
pemerintah kabupatenfkota, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat.

Dalam menyelenggarakan PATEN, pemerintah kecamatan dituntut untuk
memberikan pelayanan secara maksimal berpedoman kepada standar pelayanan

yang telah ditetapkan sehingga dipastikan pelayanan yang diberikan terukur, cepat



dan tepat serta transparan yang dilakukan secara professional oleh petugas yang
memiliki kemampuan tidak hanya dalam bekerja tetapi juga memiliki etika dan
adab dalam melayani masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dibentuk bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
PATEN diselenggarakan oleh pihak kecamatan yang terdiri dari camat, sekretaris
camat beserta kepala seksiyang membidangi pelayanan administrasi yang didasari
oleh adanya pendelegasian kewenangan dari bupati kepada camat. Kewenangan
camat untuk melaksanakan pelayanan publik diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 tentanpg Kecamatan ditegaskan bahwa tugas camat bahwa
meliputi antara lain melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat divkecamatan - dany melakukan o percepatany pencapaian standar
pelayanan minimal di wilayahnya, dimana camat menenma pelimpahan sebagian
wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangai,bupat kepada camat adalah
untuk memangkas birokrasisckaligus’ meninpkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat, Dalam hal ini“komnitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
terhadap pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada kecamatan
dibuktikan dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tengzh Nomor
141/764/TAPEM/2015 Temtang Peiimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh
Tengah Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah.

Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Aceh Tengah mulai dilaksanakan

pada mbun 2014 kepada seluruh kecamatan yang berada dalam wilayah



Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah kecamatan sebanyak 14 (empat belas)
kecamatan. Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten
Aceh Tengah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 4 tahun
2010 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 238 - 270 tentang
Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,

Dalam tahapan sosialisasi awal, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
bekerja sﬁma dengan Local Governance Innovation For Communities In Aceh
Phase 2 (LOGICA2) yaitu sebuah lembaga dumia bantuan Pemenntah Australia
dalam rangka pemulihan tatanan pemenintahan di Aceh pasca tsunami yang
menitikberatkan kepada sektor pelayanan publik yang menjadi prioritas salah
satunya adalahsektor pemerintahan melalw program pelaksanaan PATEN.

Peran LOGICA2 sebagai fasilitator dalam tahapan awal sosialisasi PATEN
berdampak baik terhadap kelangsungan penyelenggaraan PATEN di Kabupaten
Aceh Tengah, pada-tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh mengalokasikan
anggaran kepada sclurulinkecamatan dioKabupaten Aceh Tengah untuk
mendukung pelaksanaan PATEN. Alokasi dana PATEN yang bersumber dari
Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 20135
dialokasikan penggunaannya untuk menyediakan sarana dan prasana penunjang
PATEN dan operasional dalam penyelenggaraan PATEN. Pengalokasian
anggaran untuk kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
PATEN di Kabupaten Aceh Tengah kearah yang lebih baik sesuai dengan

harapan masyarakat.



Kecamatan Bintang merupakan salah satu kecamatan yang telah
menyelenggarakan PATEN sejak tahun 2014, Kurun waktu tersebut terdapat
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PATEN.
Permasalahan yang terjadi adalah komitmen pegawai dalam melaksanakan
PATEN belum maksimal menurut azas-Azas PATEN dan komponen standar
pelayanan PATEN, kurangnya informasi yang diterima masyarakat selaku
penerima PATEN tentang standar pelayanan PATEN, kapasitas dan kuantitas
pegawai dalam melaksanakan PATEN belum sesnai harapan, kurang tanggapnya
pegawai dalam penyelenggaraan PATEN, sarana dan prasarana penunjang
kegiatan PATEN belum memadai.

Oleh karena it peneliti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan
implementasikebijakan  PATEN temmasuk ~membahas: faktor-faktor yang
menyebabkan "implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Bintang tidak
maksimal. Atas dasar tersebut penulis mengambil judul tentang “Pelayaman
Administrasi /Terpadu Kecamatan (Implementasi Kebijakan Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan

Administrasi Kecamatan) di-Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”,

B, Perumusan Masalah
Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah,




2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten

Aceh Tengah tidak maksimal.

C. Tujuan Penelitian,

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

2. Untuk mengelahui dan mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang
menyecbabkan 1mplementast Pelayanan Administrast Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tidak maksimal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian imindibarapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep-
konsep teori yang selama. ini diperoleh dalam perkuliahan serta meningkatkan
wawasan ilmu pengetahuan melalui sberbagai temuan di lapangan yang
sebelumnya belum terungkap khususnya tentang Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bagian dari pelayanan publik

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

[S]

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya dalam upaya peningkatan

kuoalitas pelayanan publik terutama Pelayanan Administrasi Terpadu



Kecamatan di Kecamatan Bintang dan di 13 (tiga) belas kecamatan lainnya
yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. kegunaan yang lebih luas
lagi adalah terciptanya pemenntahan vang baik (good governance) melalui

pelayanan publik yang baik (good public service) untmk mendorong

pertumbuhan perckonomian yang berkelanjutan.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.
1. Pengertian Kebijakan Publik

Mengenai defenisi kebijakan publik, sangat banyak ragamnya karena
kebijakan publik tumbuh dan timbul dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan
tersebut dianalisis olchopara pengambil kebijakan yaitu oleh para politis di
legislatif dan cksekutif melalui serangkaian proses politik yang bermuara pada
hasil berupa’ produk hukum dalam bentuk formula kebijakan publik. Hasil
Kebijakan berupa produk hukum diftnplementasikan oleh pihak eksekutif yaitu
pemerintah. Thomas R Dye {sebagaimana dikutip dalam Abidin 2012:5-6) yang
menyatakan  Kebijakan publik schagai is whatever government choose to do or
no to do (zpapun yang dipilih pemernintah untuk dilakukan dan atau tidak
dilakukan)”’. Pengertian atau defenisi tersebut menckankan bahwa kebijakan
publik yakni mengenai perwujudan tindakan das bukan mempakan pernyataan
keinginan pemerintah atau.pejabat publik.semata, sehingga disamping itu pilihan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga mernpakan kebijakan publik
karena mempunyai pengarub/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah
melakukan sesuatu. Sedan.gkan menurut George Edwards III  (sebagaimana
dikutip dalam Wimarno 2013:177) menyatakan bahwa, * Implementasi kebijakan
adalah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya”.
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Menurut Nugroho (sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017:25)
menjelaskan bahwa :” ada dua kharaktenistik dari kebijakan publik yaitu : (a).
kebijakan publik merupakan seswatu yang mudah untuk dipahami, karena
maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. (b).
Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas
yakni sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh”. Dari pendapat
tersebut kharakteristik kebijakan publik pada dasamya tidak terlalu rumit karena
terdapat indikator-indikator yang terukur sebagai pedoman dalam pengambilan
kebijakan oleh pemerintah,

Sedangkan menurut Agustino (sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin
2017:25) menyatakan bahwa ada beberapa kharakteristtk utama dalam suatu
defenisi kebijakan publik yaitu

a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan
yang mempunyai maksud atau fujuan_terteutu danpada perilaku yang
berubah atau acak.

b. Kebijakan publik pada dasamya mengandung bagian atau pola kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah-dan pada keputusan yang
terpisah-pisah, misalnya suat kebijakan tidak-hanya meliputi keputusan
untuk mengeluarkan peraturan testentyu tetapi juga keputusan berikutuya
yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaanya:

¢, Kebijakan publik merupakan apa yanpg sesunpguhnya yang dikerjakan
oleh pemermtah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau
menawarkan perumahan rakyat,"bukan maksud apa yang dikerjakan.
Jika legislatif mengeluarkan svuatu regulasi yang mengharuskan para
pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telab
dikenakan, tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum
tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi,
sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam conioh ini
sungguh-sungguh merupakan svate pengupahan yang tidak ada diawr
perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan
apa yang kemudian akan atau terjadi setelah kebijakan itu di
inplementasikan.

d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif,
kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jeias dalam



12

menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat
melibatkan snatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan
suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks
tersebut keterlibatan permerintah amat dipertukan.

e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan
merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Berdasarkan pendapat
berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan
masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk
melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau
peraturan-peraturan _perundang-undangan yang dibuat pemerintah
sehingga memiliki sifat yang mengikat-dan memaksa “,

Menurut Wahab (sebagaimana dikutip dalam ' Hiplunudin 2017: 26),
menyatakan bahwa ada beberapa pedoman untuk memabami kebijakan publik
sebagat berikut

“(a). Kebijakan harus dibedakan dan keputusan; (b). Kebijakan sebenarnya
tidak serta merta dapat dibedakan dart administrasi; (c). Kebijakan
mencakup perilaku dan harapan-harapan; (d). Kebijakan mencakup
ketiadaan tindakan ataupun adanya andakan; (e). Kebijakan biasanya
mempunvai hasil akhir yang akan dicapas; (f). Setiap kebijakan memiliki
tujuan atau sasaran terieniu-baik eksplisit-maupun implisit; (g). Kebijakan
muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; (h). Kebijakan
meliputi hubungan-hubungan vyang bersifat antar organisasi dan yang
bersifat intra organisasi; (i). Kebijakan.-publik 1neski tidak eksklusif
menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemernintah, dan ; (j). Kebijakan
itu dirumuskan atau didefenisikan secara objektif”.

Pengimplementasiannya, “kebijakan” publik pada hakikatnya diturunkan
dalam bentuk petunjuk pelaksapaan dan” petunjuk teknis yang berlaku dalam
birokrasi pemerintahan yang ujungnya akan melahirkan suam standar pelayanan
publik bertujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat karena masyarakat

merupakan objek dan pelayanan publik.
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2. Tahapan Kebijakan Publik

Salah satu tujuan studi kebijakan publik yaitu untuk menganalisis
bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut
sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu, misalnya meningkatkan
indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dengan cara melakukan
pelayanan prima. Tahapan.demi tahapan tersebut terangkum sebagai suatu proses
siklus pembuatan Kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan
kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode, memiliki berbagai
manfaat serta konsekuensi sendiri-sendiri dari proses kebijakan, khususnya bagi
para aktor pembuat kebijakan publik. Tahapan-tahapan kebijakan publik tnenurut
Dunn (sebagammana dikuip-dalamHiplunudin 2047252 )sebagal berikut :

“(1). Penyusunan Agenda { Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses
yang sangat_strategis dalam realitas kebijakan publik. Pembuat kebijakan
menyusun agenda dengan memilah masalah-masalah apa saja yang akan
dijadikan prioritas untuk dibahas, (2). Formulasi Kebijakan (Policy
Formularing)ymasalah-masalah yang sudah masuk-dalam agenda kebijakan
kemudianrdibahas oleh'para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut
didefenisikan untuk selanjutnya dicamsformila pemecahan masalah yang
terbaik dari“berbagai alternatif atau pilihankebtjakao yang ada. (3).
Adopsi/Legitimasi Kebijakan {Policy” Adoption), tujuan legitimasi adalah
untuk memberikan otorisasi pada proses dasappemerintahan. Jika tindakan
legitimasi dalam suattemasyarakat.diatur oleh kedaulatan rakyat, warga
negara akan mengikuti arahan pemerintahan. (4). Implernentasi Kebijakan
(policy Implementation), pada tahapan ini hasil atau alternatif pemecahan
masalah yang telah disepakati tersebut dilaksanakan. Kebijakan yang telah
melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam
implementasi, dalam rangka meugupayakan keberhasilan dalam
implementasi kebijakan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi
kendala-kendala yang menjadi penghamnbat  sedini mungkin. (5).
Penilaian/Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation). Secara umum evaluasi
dapat dikatakan sebagai kegiatan yang inenyangkut estimasi atau penilaian
kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal
ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi
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kebjjakan tidak hanya dilakukan pada akhir saja, melainkan dilakukan
dalam proses kebijakan”.

Dari penjelasan tahapan-tahapan kebijakan publik yang disampaikan oleh
Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya
dimulai dar1 adanya masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masatah yang telah
dipilih dan dianalisis menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan untuk dibahas
dan mencari formula pemecahan masalah yang terbaik dari pilihan atau alternatif
kebijakan yang ada. Kebijakan sebagai sebuah produk hukum maka kebijakan
tersebut harus memiliki legitimasi yang berfujuan agar memberikan otonisasi bagi
pemerintah schingga kebijakan yang telah ditetapkan memiiiki payung hukum
yang jelas. Kebijakan telah disusun dan ditetapkan kemudian diimplementasikan
kepada masyarakat, tentunya dalam 'proses implementasi kebijakan terdapat
hambatan-hambatan yang terjadi, pcmbuat kebijakan perlu mengambil langkah-
langkah antisipasi sedini mungkin terhadap hambatan-hambatan yang dapat atau
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, Evaluasi terbadap proses implementasi
kebijakan harus dilakukan secara kontinyue sehingga hambatan-bambatan yang
terjadi dapat terdeteksi-dan dapat segera ditangani-sehingga kebijakan yang telah

dijalankan dapat memberikan yangterbaik dan berhasil'guna.

3. Imp]t';meninsi Kebijakan Publik

Mengenai pengimplementasian kebijakan publik, menurut Meter dan Hom
(sebagaimana dikutip dalam Winamo 2013: 149) menyatakan bahwa yang
menjadi persoalannya adalah bagaimana hubungan antara implementasi kebijakan

dengan tujuan kebijakan dengan menyatakan bahwa, “ implementasi kebijakan
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sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya™.

Dari pendapat diatas hubungan antara implementasi kebijakan dengan
tujuan kebijakan sangat menentukan arah dart tujuan organisast. Hasil keputusan
yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan-tindakan
dengan tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dan tujuan
kebijakan harus sclaras dan sejalan dengan begitu tujuan organisasi dapat dicapai.

Selanjutnya Merilee S. Grindle (sebagaimana dikutip dalam Hiflunudin
2017: 37) menyatakan bahwa, “implementasi kebijakan bukanlah sckedar
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan polittk ke dalam
prosedur rutinlewat birokrasi lcbihdan itu-menyangkut masalah politik,
keputusan dan siapa memperoleh apa dan svatu kebijakan™.

Implementasi kebijakan yang kemukakan oleh Merilee S. Grindle tersebut
merupakan bagiandasi-proses politik, dimana dalam tahapan penetapan keputusan
melalui proses negosiasi atautawar menawar, artinya setiap basil keputusan dapat
mengakemodir kepentingan semua jpihak-yang terlibat karena berkaitan dengan
jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku
semua. Kebijakan publik tersebut tidak hanya didasarkan pada pnnsip-prinsip
ekonomi, efisiensi dan adminisiratif tetapi juga terdapat unsur konsekuenst etika
dan moral menjadi taruhan dalam merefleksikan perilaku aparatur dalam

hubungannya dengan kepentingan masyarakat.
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Dalam mengimplementasikan kebijakan tidak serfa merta berhasil
dilaksanakan bahkan sering terjadi kegagalan. Biasanya kegagalan implementasi
kebijakan i disebabkan oleh faktor pelaksanaan yang jelek (bad execution) atau
kebijakannya sendiri yang memang jelek (bad policy). Menurut Wahab
(sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017:38) menjabarkan bahwa kegagalan

suatu implementasi kebijakan karena :

a. Teori yang menjadi dasar kebijakan tidak tepat. Dalam hal demikian,
maka harus_dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah
itu.

b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.

Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebapaimana

mestinya.

Isi dari Kebijaksanaan it bersifat samar-samar.

Ketidakpastian faktor mtern dan/atau faktor ekstern.

Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.

Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis,

Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber peimnbantu (waktu,

uang dan sumber daya manusia).”

o

TEme a

Untuk meminimahsasi kegapalan-kegagalan tersebut inaka dalam setiap
mengimplementasikan kebijakan harus 'betul-betul direncanakan secara matang
dengan mempertimbangkans. faktor-faktor.openunjang kebijakan itu sendiri.
Pergunakan teori yang sesuaitdan linier deéngan hasil dari kebijakan yang akan
diimplementasikan, memahami.sarana yangdipilih untuk kemanfaatannya. isi dan
kebijakan tegas dan jelas dan dalam pelaksanaanya harus mélihat faktor intern dan
ekstern serta kebijakan itu sendin harus difasilitasi dengan ketersediaan mater
dan sumber daya manusia yang memadai.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah dinamika kegiatan

yang merupakan pelaksanaan dari keputusan politik dalam bentuk produk hukum
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dan atau program-program dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat,
dengan kapasitas pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan masyarakat sebagai
penerima kebijakan yang bertujuan untuk tercapainya kepentingan bersama.

Teori Implementasi setiap kebijakan adalah sebuah proses dinamis, yang
meliputi interaksi berbagai variabel. Satu bab memiiki dua tujuan : untuk melihat
bagaimana faktor yang sedang dibicarakan ini mempengaruhi implementasi dan
menjelaskan mengapa faktor ini muncul sebagai suatu rintangan terhadap

implementasi kebijakan atau mendukungnya.

4. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang dikemukakan oleh
beberapa ahii: - Perkembangan model implementasi kebijakan mengalami
perubahan artinya implementasi kebijakan bersifat statis tidak bersifat baku.
Berikut ini beberapa maodel implementasi yang berkembang antara lain :
a. Model Donald-Van Meter dan Carl Van Horn,

Model ini diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Hom pada Tabun 1975,
Inti dary’ pemikiran model mi.adalah terdapat dua hal vang perlu diperhatikan
didalam mengembangkan tipolegi kebijakan publik yaitu : pertama, implementasi
yang efektif akan tergantung kepada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua,
terdapat faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi dan non realisasi tujuan-
tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan kebijakan yang

lain.
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Model ini menawarkan enam variabel yang membentuk ikatan (/inkage)
antara kebijakan {(policy) dan pencapaian (performance). Selain menentukan
bubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat terhadap kepentingan-
kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas.
Keenam varabel tersebut yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber
kebijakan, karaktenstik dan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap
para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial-dan politik.

Gambar 2.1
Model Implementast V.an Meter dan Van Horn

» Komunikasi antara
organisasi dan kegiatan
r'y
Ukuran dan
Tujuan
I | I prestas
Kharakeristik Sikap para | ) {Z‘j;f'
ofganisast pelaksana

I

Sumber-sumber
kebijaksanaan

.| Lingkungan Ekonomi
Sosial dan Politik

Sumber : (Winam:2002)
b. Model Bnian W Hoegwood dan Lewis A. Gun
Model ini diperkenalkan oleb"Hoogwood dan Gun pada tahun 1978 dan
diberi label “HG”. Dalam model ini dikemukakan beberapa persayaratan dalam
implementasi kebijakan yaitu : tersedianya sumber daya yang memadai, adanya
jaminan kondist cksternal yang dibadapi sehingga dalam pelaksanaannya tidak
terjadi permasalahan, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat

menyelesaikan masalah yang dihadapi, suatu kebijakan yang mempunyai
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hubungan kasualitas yang kompeks akan menurunkan efektivitas implementasi
kebijakan, tingkat hubungan saling ketergantungan yang kecil, adanya
pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas dan prioritas
yang jelas dan ditempatkan dalam porsi yang benar menjadi kunci efektivitas
implementasi kebijakan, komunikasi dan koordinasi yang baik dan bersinergi,
harus ada otoritas dari pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan.
¢. Model Mazmanian dan. A Sabatier
Mazmarrian /dan A. Sabaticr memperkenalkan model implementasi
kebijjakan pada tahun 1983. Pemikiran yang disampaikan dalam model ini
terdapat tiga kategori variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan
formal pada keseluruhan proses implementasi yakni ; (1). Varabel independen,
mudah tidaknya masalal yang akan digarap dikendalikan-dengan menggunakan
mdikator kesukaran tehmis, keragaman perilaku target group, prosentase target
group dibanding jumlah penduduk, ruang lingkup perilaku yang dimginkan. (2).
Variabel intervemng yaitu, kemampuan keputusan.kebijakan untuk menstruktur
secara tepat proses implemnentasi, kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan
alokasi sumber dana, digunakan teon kausal yang memadai, keterpaduan hirarki
dalam leﬁbaga pelaksana, “kemampuan dan komitmen pejabat pelaksana dan
dukungan publik. (3). Variabel dependen, pemahaman dari lembaga atau badan
| pelaksana dalam penyusunan kebijakan, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan
- atas hasil nyata tersebut yang pada akhirnya mengarah kepada revisi atas

kebijakan jika masih terjadi kelemahan dan kemudian dilaksanakan.
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Mode! Implementasi Mazmanian dan A Sabatier

Mudah tidaknya masalah
dikendalikan kesukaran iehnis,
keragaman, pertlaku target group,
prosenlase targel group

‘

Kemampuan kebijaksanaan untuk
mensirukturkan proses implementasi
Kejelasan dan konsistensi tujuan
Digunakannya teori kausal yang
memadai

Ketepatan alokasi surmber dana
Keterpaduan hirarki dalam dan
antara lembaga pelaksana
Aturan-aturan keputusan dari badan
pelaksann

Rekruitmen pejabat pelaksana
Akses formal pihak luar

v

Variabel diluar kebjjaksanaan yang

mempengaruhi proses implemantasi
Kondisi sosio ekonomi dan teknologi
Dulumgan publik
Sikap dan surnber-sumber yang
dimilika kelompok-kelompok
Drukungan dari pejabat atasan,
Komitmen dan kemampuan
Kepemimpinan pejabat-pejabat
pelaksana

Tahap-Tahap dalam Proses Implementasi (variabei tergantuny)

Qutput Kepuiusan
kebijakan dari kelompok
Perbaikan badan-badan __,
Pelaksana mendasar
Undang output

Dipersepsi kebijakan

Dampak nyata Dampak output

Quiput sasaran Kebpjakan

terhadap — dalam
sebagaimana Undang

Sumber : (Subarsono:2005)

d. Model Merilee s. Grindle

Model wyang diperkenalkan “oleh Merilee S. Gnndle - Impelementasi

kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) yang dan lingkungan

implementasi {contexs of implementation).

mana

Isi kebijakan meliputi : (1). Sejavh

kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi

kebijakan. (2). Jenis manfaat yang diterima oleh target groups. (3). Sejauh mana

perubahan yang diinginkan dani sebuah kebijakan. (4). Apakah letak sebuah

program sudah fepat. (5). Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
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implementatornya dengan ninci. (6). Apakah sebuah program didukung oleh
sumber daya vang memadai. Sementara vanabel lingkungan implementasi
mencakup : (1). Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
terlibat dalam implementasi kebijakan. (2). Kharakteristik institusi dan penguasa.
(3). Tmgkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran,

Gambar 2.3
Model Implementasi Merilee S. Grindle

Tujuan

Isi kebijakan : Hasii kebijakan :

1. Kepenlingan yanp terpenganihi 1. Impak pada masyarakat,
oleh kebijakan kelompok dan individu.

2. Jenis mamfaaf yang akan 2. Perubahan dan penerimaan
dihasiikan masyarakat

3. "Derayat perubahan yang ;
diinginkan !

4. Kedudukan pembuat kebijakan !

(siapa) pelaksana program !

6." Sumberdaya vang dikerahkan !

i

Konteks implementast !
1. Kekuasaan, kepentingan dan !
strategt aktor yang terlibat ;
2. Kharakteristik institusi dan ;
penguasa !
3. Tingkat kepatuhan dan !
responsivitas kelompok sasaran !

!
!
!
L 3 ]

Tujuan yang ingin dicapai !

U e iR T

Program aksi dan proyek !
individu yang didisain dan !
dibiayai ;
* Apakah program yang

dijelankan seperti yang ¢

direncanakan !

prm e

i
i
i
!

Keberhastlan Implemeniasi Kebijakan

]
’

L

Sumber : (Dwijowijoto :2003)
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e. Model George Edward II1

Model ini diperkenalkan oleh George Edward [1I pada Tahun 1980, Edward
Il mengemukakan terdapat dua pertanyaan pokok dalam implementasi kebijakan
yaitu : pertama, hal-hal apa saja yang merupakan prasayarat bagi sebnah
implementasi dikatakan berhasil; kedua, apa saja yang merupakan penghambat
utama terhadap berhasilnya suatu implementasi. Berdasarkan dua pertanyaan
tersebut maka dirumuskan terdapat empat variabel atau faktor-faktor yang
merupakan syaraf-syarat yang dianggap penting untuk herhasilnya suatu proses
implementasi. Keempat faktor itu jalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan
struktur organisast. Menurut Edward I keempat fakiot tersebut sangat
berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang bekerja secara stimulan dan

saling benterkasi-antara saiu-dengan yang lain-uniik membantu dan menghambat

implementas) kebijakan.
Gambar 2.4
Model Implementasi George Edward 111
Komunikasi
J 3 ;
\ Sumberdaya
4
I Impelementasi
F 3

Disposisi

‘ /

Struktur Organisasi

Sumber : (Winarno:2015)
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Dan beberapa model implementasi yang telah disebutkan, dalam penelitian
ini penulis menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George
Edward {Il. Dasar pemikiran penulis menggunakan pendekatan model
disampaikan oleh Edward IIl karena keberhasilan suatu impelementasi kehijakan
yang berkaitan dengan pelayanan publik sangat ditentukan oleh keempat faktor
yang telah disebutkan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi

dan struktur organisasi.

5. Pengertian Pelayanan Publik

Dizaman yang semakin berkembang dan maju seperti saat ini, salah satu hal
yvang menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia adalah pelayanan. Jika kita
berhadapan 'dengan kasir pada scbuah bank, resepsionis sebuah hotel, penjual
dalam suatu toko, maka yang terbersit/dalam benak kita adalah pelayanan. Begitu
juga jika berhubungan dengan birokrasi pemerintah, maka hal yang paling
mendasar dan’terpatri, dalam benak kita adalah=timbulnya suatu pertanyaan;
bagaimana pelayanan vang. diberikan..oleh birokrat itw?. oleh Kkarenanya
pelayanan.begitu penting danssering kifa rasakan dalam kehtdupan kita sehari-
hari.

Pelayanan publik menurut Rana (2009:21) mengemukakan bahwa,
“ Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, bukan
apa yaﬁg dinginkan pemerintah”. Dengan demikian dapat dikatakan hahwa
sesungguhnya fungsi utama pemerintah adalah menyelenggarakan dan

mendistribusikan pelayanan publik.  Baik buruknya pelayanan akan menjadi
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tanggung )Jawab pemerintal selaku pelaksana pelayanan yang dilaksanakan oleh
aparatur yang terlibat dalam menjalanan fungsi pelayanan publik.

Hal senada juga disampatkan oleh Dwiyanto (2011:14) yang mengatakan
bahwa, “pelayanan publik adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh
pemerintah”. Ratminto & Atk (2012: 5), mengatakan bahwa, “pelayanan publik
adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun
jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintahan di pusat, di daergh dan di lingkungan BUMN atau BUMD,
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan inasyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umuwn Penyelenggaraan Pelayanan
Publik adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik scbagai upaya peinenuhan kebufuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaanketentuan perundang-undang’s

Dari beberapa pendapat. diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimnaksud dengan pelayanan publik adalabrpelayanan prima kepada masyarakat
yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah serta dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan
kepuasan kepada masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good

Governance)
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6. Konsep Pelayanan Publik.

Dalam memberikan pelayanan publik, pemenntah hendaknya selalu
berorientasi kepada masyarakat, dengan menerapkan konsep pelayanan yang
berwawasan masyarakat (Community-based Service).  Sianipar (2006:14)
mengatakan yang dimaksud dengan konsep pelayanan yang berwawasan
masyarakat adalah, “ suatu pemikiran, perencanaan dan pelaksanaaan tugas dan
fungsi pemerintah yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan, keperluan
dan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan”.

Konsep im diterapkan karena adanya kecenderungan bahwa pelayanan
publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang seyogyanya adalah
pelayan masyarakat tetapi dalam kenyataannya masih terjadi penyelewengan
terhadap tugasnya selaku pelayan masyarakat: Bahkan; aparatur pemerintah sering
bertindak scbagal orang yang dilayant bukan yang melayani. Mengutamakan
kepentingan pribadi atau golongan tertentu, ketidakadilan dalam pelayanan. Maka
dari itu seiring/dengan berpindahnya pola manajeimen pemerintahan hendaknya
dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah-untuk mewujudkan pelayanan publik
yang baik didalam pengelolagmbirokrasi yang chsien dan efektif.

Pelayanan yang menjadi dambaan masyarakat menurut Moenir
(sebagaimana dikutip dalam Hiplunudin 2017:107) adalah pelayanan seperti :

“(a). Kemudahan dalam pengwrusan kepentingan, (b). Mendapatkan pelayanan
yang wajar, (c). Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, (d).

Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang”. Keempat unsur tersebut
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merupakan indikator pelayanan publik yang baik yang pada akhimya berdampak
kepada kepuasan yang dirasakan masyarakat.

Menurut Sinambela dkk (2011:6) menyatakan bahwa, “ secara teoritis
tujuan pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat”. untuk mencapai
kepuasan tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadat serta mudah dimengerti;

b. Akuntabilitas; yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. Kondisional, yakni_pelayanan __yang sesual. dengan kondisi dan
kemampuan pemben dan penerima pelayanan dengan berpegang pada
prinsip efisiensi dan efektivitas;

d. Partisipasif, yaifu pelaydnan yang dapat meéndorong peran serta
masyatakat dalam penyclenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diksriminasi
dilibat-darivaspek-apapun khususnya sukuyrasyagama, golongan, status
social dan lamn-lam;

f. Keseinbangan hak dan = kewajiban, yaitu pelayanan vang
mempertimbangkan__aspek keadilan__antara_ pembeni dan penerima
pelayanan publik.

Faktor-fakior yang 'menentukan Kualitas'pelayanan publik int akan dapat
terwujud jika-ditangani oleh sumber daya manusia_yang.memiliki keterampilan
dan bekerfa secara profesional, difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang
memadai serta memiliki standarpelayanan yang dapat menjadi tolak ukur dalam
memuaskan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pelayanan prima yang
notabene diterapkan oleh bisnis antara manajemen pelayanan swasta terutama di
dunia perbankan sekiranya dapat diadopsi oleh birokrasi pemerintahan dalam

mewujudkan pelayanan publik yang prima.,
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7. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik menpandung Imak:na adanya
perubahan mutu, kondisi dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih baik. Jadi bisa
dikatakan bahwa kualitas dalam pelayanan bersifat dinamis menyesuaikan dengan
perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Keputusan Menteri
Pendaysgunaan Aparatur-Negara (Kepmenpan) Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengelompokkan tiga jenis
pelayanan dad instansi pemerintahan BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis
pelayanan tersebut didasarkan pada cifi-cir sifat kegiatan serta produk pelayanan
yang dihasilkan.
a. PelavananyAdministrasi

Meuurut Kepmenpau Nomor 36 Tahun 2004, pelayanan administrasi adalah
jenis pelayanan yarig diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian,
pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tatamsaha lainnya yang secara
keseluruhan menghasitkan produk akhir _bermpa dokumen, misalnya sertifikat
tanah, Kartu Tanda Penduduk; Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Rekomendasi dan
lain sebagainya.
b. Pelayanan Barang

Pelayanan Barang menurut Kepmenpan Nomor 36 Tahun 2004, Pelayauan
Barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan
dan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk distribusi dan disampatkan

kepada konsumen Jangsung {dalam hal i secara individu atau uunit/organisasi)
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dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berbentuk fisik
vang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, misalnya
pelayanan air bersih, pelayanan janingan listrik, pelayanan jaringan komunikasi.

¢. Pelayanan Jasa

Sedangkan menurut Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004, pelayanan Jasa
adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan
prasarana serta penunjanmya. Produk akhir dari pelayanan ini berupa jasa yang
memberikan kemanfaatan bagi pemakainya secara langsung dan memiliki masa
pakai akan habis dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan pemadam
kebakaran, pelayanan pendidikan, pelayanan keschatan, pelayanan perbankan,
pelayanan biro jasa dan sebagainya.

Kesimpulannya terdapat tiga jems pelayanan publik yang diberikan dan
disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu pelavanan administratif
pelayanan berupa pelayanan yang diberikan bemupa catatan, pelayanan barang
yaitu pelayanan berupa fisik penunjang kebutuhan hidup masyarakat, pelayanan

jasa yaitu pelayanan beripafisik memilikimasa habis pakai.

8. Pengertian Organisasi

Organisasi suatu susunan kata yang lazim didengarkan béhkan diucapkan
dalam kehidupan sehari-hari, Secara umum organisasi merupakan sekelompok
orang yang terhimpun dalam suatu wadah bekerja sama untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan bersama. Berbicara organisasi maka yang terpentmg

didalamnya adalah manusia yang menjalankan dan menggerakan organisasi
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tersebut untuk mencapat fujuan yang diharapkan. Hal senada disampaikan oleh

Max Weber (sebagaimana dikutip dalam Suradinata 2015:9) mengemukakan

bawah, “pentingnya administrasi, yang didalamnya terdapat manusia pemikir dan

birokrat aparatur yang menjalankan proses aktifitas organisasi”.

Menurut Scihein (sebagaimana dikutip dalam Effendy 2010:102)
menyatakan bahwa, “orpanisasi adalah suatn koordinasi rasional kegiatan
sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan
fungsi lewat hirarki otoritas dan tanggung jawab” . Menurutnya organisasi
memiliki kharaktenstik adanya struktur dan tujuan yang jelas, saling berhubungan
antara satu bagian dengan bagian lainnya untuk mengkoordinasikan aktivitas di
dalamnya.

Pandangan Klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber yang
mendemonstrasikan pendapatnya dalam membedakan suam kelompok kerja
dengan organisasi kemasyarakatan. Kelompok kerja sama adalah suatu tata
hubungan sosial “yang. dihubungkan dan dibatasi” oleh aturan-aturan yang
memungkinkan seseorang untuk 1nelakukankena sebagai suatu fungsi.

Aspek dari pengertian yang dikemukakan Max Weber (sebagaimana dikutip
dalam Thoha 2008; 166) bahwa.** suatu erganisasi atau kelompok kerja sama ini
mempunyai unusr-unsur properties sebagai berikut : |
a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu

melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.

b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (bounderies), dengan
demikian, seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan
lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi
oleh peraturan-peraturan tertentu.

¢. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan
suatu orgamisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini
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menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama di
dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.

d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang
didalamnya berisi kewenangan, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk
menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya
hierarki (hierarchy). Konsekuensi dari adanya Inerarki ini ialah bahwa didalam
organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf”.

Menurut Weber (sebagaimana dikutip dalam Afiff 2010:16) bahwa,
“ snatu organisasi birokrasi yang ideal akan memilki ciri<ciri khusus yakni :

. Pembagian kerjayang jelas berdasarkan prosedur yang ada

. Hierarki kewenangan yang jelas

. Ketentuan dan prosedur formal tanpa perlakuan pilil kasih

. Jenjang kanr atas prestasi yang dicapai

. Mengedepankan fungsi-fungsi manajemen dan profesional .

o O o

Organisast yang ideal seperti yang disampaikan Max Weber jika dikaitkan
dengan pelayanan publik yang baik merupakan svatu keharusan, mengingat peran
orgamisasi dalam pelayanan publik sangat berpeugaruh dan menjadi salah satu
faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut pendapat Kabo (2002:209-227), mengemukakan bahwa, “ pokok
asas-asas organisasi'dapat dirinei sebagai berikut

a. Rumusan tujuan yangelas;

b. Bembagian pekesjaan;

c./Pelimpahan/pendelegasian wewenang;

d. Rentang Kontrol;
¢. Kesatuan komando ™.

Suatu bal yang perlu menjadi perhatian dalam pendekatan organisasi
modern yaitu bahwa setiap organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas,
dalam artian organisasi memiliki konsep dan pandangan kedepan tentang apa

yang akan diraih dan bagaimana cara untuk meraih tujuan yang ingin dicapai.
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Menurut pandangan Collins {sebagaimana dikutip dalam Afiff, 2010:131)
menyatakan bahwa, “ bahwa suatu visi yang menorehkan inspirasi, juga
memotivasi, seharusnya merupakan dasar bagi setiap organisasi. Visi yang
mencakup semua pagasan itu kemudian memberikan suatu terobosan ke dalam
upaya perumusan suatu peryataan misi yang membumi, juga menegaskan arah

yang dituju”

4, Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang vital dalam suatu
organisasi dan menjadi kunci yang menentukan perjalanan dan perkembangan
suatu organisasi. Manusia sebagai sumber daya suatu organisasi menjadi motor
penggerak untuk mencapal tujuan organisasi mrelalui perannya sebagai pemikair,
perencana dan yang menjalankan kegiatan orgamisasi. Tanpa sumber daya
manusia mustahil fujuan suatu organisasi dapat dicapai.

Menurut “Sumasscno (2009 : 2) tentang pengertian sumber daya manusia
menyatakan, “usaha kerja atau jasa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang
untuk berfikir rasional dan kemamdpuan«itu dapat menampakan dirinya dalam
bentuk positif, kemampuan berfikir rasional memungkinkan seseorang mampu
mendahulukan kewajiban ketimbang haknya. Manusia memiliki kemampuan
berpikir dan cara untuk mengelola suatu organisasi”.

Sedangkan menurut Hasibuan (2011 : 244) sumber daya manusia adalah,
“ merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang diniliki

mdividu”. Keterpaduan antara daya pikir dan daya fisik manusia menjadi modal
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dasar yang harus dimiliki svatm organisasi. Menurut Veithzal Rivai (2010:6)
sumber daya manusia adalah,  seorang yang siap, mau dan mampu memberi
sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi’.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat distmpulkan secara sederhana bahwa
yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah kemampuan dan keterpaduan
daya pikir dan daya fisik sescorang atau individu untuk menggerakan suatu
organisasi guna inencapai-tijuan yang telah ditetapkan.

Dalam organisasi birokrasi, peranan manusia sebagai penggerak roda
pemerintahan menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan. Setiap kebijakan
yang telah ditetapkan dalam kepufusan-keputusan, dalam tahapan proses
penyusunan kebijakan dimulai darn pemanfaatan sumber daya manusia. Organisasi
usaha yang 'besar, memiliki modal jyang besar, teknologi yang pergunakan
canggih, sumber daya alam yang berlimpah tidak mungkin dapat dieksploitasi
tanpa sumber daya yang memadai.

Keterlibatan sumber daya manusia dalam_mencapai: tujuan organisasi harus
dibarengi dengan kapasitas sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Indriasari
dan Nahartyo (sebagaimana dikutipdalam/Fauzan 2013:5) kapasitas sumber daya
manusta adalah, “ kemampuan  seseorang atau individu, suatu organisasi
(kelembagaan} atau suatu sistem untuk melaksakan fungsi-fangsi atau
kewenangan-kewenangannya untuk .mencapaj tujuannya secara efektif dan
efisien”. Terdapat dua hal penting dalam penilaian kapasitas sumber daya
manusia yaitu tingkatan tanggung jawab dan kompetensi yang dimiliki. Tingkatan

tanggung jawab dapat dilihat dan deskripsi jabatan yang merupakan dasar untuk
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melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat
dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Setelah kapasitas sumber daya manusia terpenuhi maka kualitas sumber
daya manusia akan terwujud. Untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi,
sumber daya manusia dituntut memiliki pengetahuan profesional yang relevan
dengan bidang masing-masing, baik pengetahuan tekmis oprasional maupun
manajerial. Dalarn  organisasi birokrasi pemecrintah, khususnya pegawai
pemerintah daerah’ yang menyelenggarakan roda pemerintahan daerah juga
dituntut peka terhadap peristiwa yang terjadi. Pada era reformasi dan dalam situasi
dan kondisi global saat ini, perubahan demi perubahan sangat cepat terjadinya.
Perubahan yang terjadi akan semeslinya segera direspon oleh pegawai yang cepat
tanggap serta peka terhadap peristiwa tersebut. Pegawai vang memiliki
kemampuan sosial artinya adalah bagaimana mereka berkomunikasi, bernegosiasi,
memecahkan konflik, dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan.
Sedangkan pegawai yang memiliki daya tahan _emosi‘dapat mengendalikan diri
dengan pemahaman yang luas dalam Situasi yang menckan dan menimbulkan

ketegangan ¢mosi.

B. Penelitian Terdahulu.
Penulis telah memilih dan menuliskan beberapa penelitian-penelitian
terdahulu yang menjadi referensi dalam pengembangan penyusunan penelitian ini,

terutama penelitian-penelitian yang linier dan memiliki kesamaan antara
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penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.
Penelitian-penelitin sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya yang Relevansi dengan Penelitian Saat [ni

No. Peneliti Judul Tesis/ Metode Hasil Penelitian
Jumal Penelitian

1 | Berkat Trima | Tesis “ Analisis_| Penelitian | Penerapan kebijakan

Hulu (2017) { Kebijakan Deskriptif | Pelayanan  Administrasi
Pelayanan Kuahtatif . | Terpadu Kecamatan di
Adnynistrasi Kabupaten Nias belum
Terpadu dapat dilaksanakan. Hal
Kecamatan di ini - discbabkan karena
Kabupaten tidak terpenuhinya tiga
Nias™ persyaratan utama dalam

penyelenggaraan
PATEN, antara lain
Syamat Substantif, syarat
Administratif, dan syarat
teknis, Selain itu,
Mengacu pada pendapat
George  Edward I
tentang faktor — faktor
yang mempengaruhi
implementasi

kebuakan, faktor
komunikasi belum
maksimalnya,  sumber
daya tidak mencukupi,

disposisi, cenderung
kurang memiliki
komitmen yang baik
dalam menerapkan
Peraturan Mentert
Dalam Negen Nomor 4
Tahun 2010 Tentang
PATEN.

Struktur Birokrasi,
Pemerintah Daerah

Kabupaten Nias belum
menetapkan  peraturan
bupati tentang |
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Ery Silvana
Siregar
(2017)

Sofyan
Arifian
Hasibuan
(2015)

Tesis “
Implementasi
Permendagri
No. 4 Tahun
2010 Tentang
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN) di
Kota Padang
sidimpuan”

Tesis “Analisis
Persiapan
Kebijakan
YPATEN®
(Pelayanan
Admuinistrasi
Terpadu
Kecamatan) di
Kota Padang
sidimpuan”

Penelitian
Deskniptif
Kualitatif

Penelitian
Beskriptif
Kuahtatif

pelimpzhan  wewenang
dalam Pelayanan
Perizinan Terpadu

Kecamatan ini.

Impiementasi
Permendagn
Tahun 2010
Pedoman Pelayanan
Administrasi  Terpadu
Kecamatan (PATEN) di
Kota Padangsidimpuan
sudah dilaksanakan
dengan baik dan telah
mengikuti prosedur
penyelengparaan PATEN
sesual Standar
Pelayanan, Penetapan
dan_Pembentukan Tim
Teknis PATEN yang
sudah sesuai dengan SK
Walikota Padang-
sidimpuan, Pembiayaan
dan penerimaan yang

Nomor 4
tentang

Jelas, serta  adanya
Pembinaan dan
Pengawasan.

Dari penelitian tentang
Analisis Persiapan
Kebijakan “PATEN”
(Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan) di
Kota Padangsidimpuan,

maka diperoleh hasil
bahwa masth terdapat
berbagai penmasalahan
dalam pelaksanaan
Pelayanan  Adminitrasi
Terpadu Kecanatan
(PATEN) di Kota

Padangsidimpuan, yaitu
koordinas) antara instansi
terkait khususnya
kecamatan dan Kantor
Pelayanan Perijinan
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RajaSaib
(2016)

Jumal “
Pelaksanaan
Adminisirasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)di
Kecamatan Loa
Janan
Kabupaten
Kutai
Kertanegata

Peneliban
Deskmiptif
Kualitatif

- { Kabupaten

Terpadu (KPPT), belum
terlaksana secara
maksimal dan cenderung
berjalan sendiri-sendiri,
Kualitas dan kuantitas
aparatur kecamatan
dalam penyelenggaraan
PATEN masih belum
memadai, komitrnen
untuk membenahi
penyelenggaraan

pelayanan publik yang
dimiliki oleh Walikota
Padangsidimpuan belum

terinternalisasi secara
komprehensif  hingga
kepada para staf

Sfrontliner) yang ada di
kecamatan, karena masih
diternukan
penyimpangan-
penyimpangan dalam
bentuk pungutan liar.

Dann  Hasil penelitian
yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa
pelaksanaan PATEN di
Kecamatan Loa dani Segi
Kepentingan umum,
Kesamaan hak,
ketepatan, waktu, Segi
kecepatan, - kemudahan,
dan keterjangkauan
belumn terlaksana dengan
baik, sedangkan dari segi
keprofesionalan,
keterbukaan sudah
terlaksana dengan baik.
Faktor yang mendukung
dalam pelaksana
Pelayanan Administrasi
Terpadu

Kecamatan (PATEN) di
Kecamatan Loa janan
Kutai
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Leond
Irawansah
Effendi
(2016)

Jurnai
“Implementasi
Kebijakan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN) di
Kecamatan Palu

Penelitian
Deskriptif
Kualitatif

Kartanegara
Adalah adanya kesadaran
para  pegawai  atau

keingiman dan
kemampuan
pegawai untuk

memberikan  pelayanan
dengan sebaik mungkin
kepada

masyarakat, dengan
memberdayakan fasilitas
yang sudah tersedia di
Kantor

Kecamatan Loa Janan.
Faktor yang menghambat
dalan Pelaksanaan
PATEN di Kecamatan
Loa Janan Kab. Kutai
Kartanegara adalah
peralatan untuk membuat
Kartu Tanda Penduduk
(KTP)

sering mengalami
kerusakan  dikarenakan
kondisi fisik dan
peralatan yang sudah

cukup lamastua,
penghambat lainnya
adalah kurangnya

sumber daya manusia
(SDM) yang
professional,  pegawai

yang masih  bersikap
disknminatif dalam

memberikan pelayanan
kepada masyarakat,
Berdasarkan hastl
penelitian dan
pembahasan maka
kesimpulan  penelitian
dengan judul

Implementasi Kebijakan
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kecamatan
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Barat Kota Palu Palu Barat Kota Palu
dapat distmpulkan bahwa
; Dari hasil pembahasan
dan uraian pada bab-bab
sebelumnya, Adapun
kesimpulan dari hasil
penelitian  yang  telah
dilakukan adalah sebagai
benkut ; Kantor
Kecamatan Palu Barat
Kota Palu telah
melaksanakan  prinsip
sistem pelayanan terpadu
dengan baik Namun hasil
yang diharapkan masih
kurang maksimal apabila
dilihat dan  potensi
sumber daya yang ada.
Kantor Kecamatan Palu
Barat Kota Palu telah
melaksanakan tugasnya
denga bak Namun
apabila diiningi dengan
fasilitas vang memadai
dan  dengan  jumlah
karyawan yang lebih
banyak dan berkompeten,
kualitas pelayanan publik
dikarapkan  bisa  jauh
lebih baik. disposisi atau
sikap dari implementator
pada  dasarnya telah
ditrnplementasikan di
Kantor Kecamatan Palu
Barat Kota Palu, namun
belum  memperlihatkan
sikap dan perilaku serta
tanggung jawab sesuai
tuntutan  implementasi
kebijakan tersebut

Sumber: dikelola oleh Peneliti tahun 2018
Berdasarkan tabel 2.1 diatas terdapat beberapa kesamaan mendasar antar

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu: dengan
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menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang akan menentukan
perbedaan karakter organisasi, mekanisme pelayanan serta penerima pelayanan
dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Komponen
Analisis Data ({nteractive Model} menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari

pengumpulan data, penyajian data, rednksi data dan menarik kesimpulan.

C. Kerangka Berpikir.

Pelayanan publik pada saat im menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki dan
diinginkan oleh masyarakat. Namun pelayanan puoblik yang tawarkan oleh
birokrasi pemerinlah kepada masyarakat masih jauh dari barapan masyarakat,
akibatnya kepercayaan masyarakat pelayanan pubiik sangat rendah. Mengamati
banyaknya permasalahan pelayanan publik yang terjadi, maka upaya kebijakan
publik yang dilakukan oleh pemenniah saat im terfokus pada peningkatan kualitas
pelayanan khususnya.pada fingkatan daerah, atas-dasar tersebut Pemerintah
mengeluarkan regulasi kebijakan publik yaitu berupa Peraturan Menteni Dalam
Negeri Nomor 04 Tahun 2010 gtentang Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN), Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
menjadi imovasi baru yang dikembangkan pemerintah untuk mempermudah
pelayanan publik, karena hanya dilakukan disatu tempat. Tujuan PATEN ini
sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat.
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Kecamatan Bintang mulai mensosialisasikan penerapan Pelayanan
Administrast Terpadu Kecamatan (PATEN) sejak Tahun 2014 lalu. setahun
kemudian tepainya Tahun 2015 sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah terhadap pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
telah menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Aceh Tengah kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh
Tengah sebanyak 11 (secbelas) kewenangan dan pada Tahun 2017 Pemerintah
Kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Standar Pelayanan
PATEN dalam/Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan PATEN dan komitmen pendelegasian kewenangan Bupati Aceh
Tengah kepada para Camat Dalam Kabupatn Aceh Tengah'dalam pelaksanaannya
masih terdapat masalah, dan identifikasi masalah ditemukan bahwa :

1). Komitmen pegawa) dalam melaksanakan PATEN belum maksimal menurut
azas-Azas PATENdankomponen standar pelayanan PATEN;

2). Kurangnya informasi yang.diterima magyarakat selaku penenima PATEN,

3). Kapasitas dan kuantitas pegawai dalam melaksanakan PATEN belum sesuai
harapan,

4). Kurang tanggapnya pegawai dalam penyelenggaraan PATEN, |

5). Sarana dan prasarana penunjang kegiatan PATEN tidak memadai.

Indikator Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat
dikatakan baik jika telah memenuhi azas-azas PATEN yaitu : kepentmgan,

kepastian hukum, kesamaan hak, hak dan kewajiban, keprofesionalan,
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partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas,
fasilitas dan perlakuan hukum, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan. dan komponen standar pelayanan PATEN yaitu jenis pelayanan,
persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya dan produk layanan.

Untuk mengetahui secara singkat kerangka berpikir dapat dilihat pada
gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.5.
Kerangka Berpikir

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU)
KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BINTANG

X

Azas-Azas Standar Pelayanan

PATEN PATEN

& 4
1. Kepentingan. 1. Jenis pelayanan.
2. Kepastian hukum, 2. Persyaratan,
3. Kesamaan hak’ 3. Prosedur.
4. Hak dan kewajiban. 4. Waktu pelayanan.
5. Keprofesionalan: 5. Biaya
6. Partisipatif. 6. Produk layanan
7. Persamaan perlakuan/tidak
digkriminatif.
8. Keterbukaan. v
9. Akuntabilitas. : . .
10. Fasilitas dan perlakuan hukum. Ild eﬁggx;gg:;a;?han !
;é ﬁgﬁiﬁ dzhan, dan 2. Komunﬂmsiflnformagi
' keterjangkauan 3. Sumber Daya Manusia.
4. Sarana dan Prasarana.

¥
Optimalisasi terlaksananya PATEN di
Kecamatan Bintang

v
Terwujudnya pelayanan prima terhadap
masyarakat
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D. Operasionalisasi Konsep.

Dalam penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa
penulis menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan
oleh George Edward IIl. Dalam model implementasi ini dikeinukakan oieh
Edward III bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan yaitu sebagai berikut
1. Komunikasi

Peryaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka
yang menjalankan keputusan dari suatu kebijakan harus mengetahui apa yang
harus dilakukan. Keputusan-keputusan dari kebijakan diteruskan kepada personil
yang tepat tentu saja dalam hal im komunikasi yang akurat dan niudah dimengerti
menjadi faktor penentu ketika suatu [kebijakan diimplementasikan. Kebijakan-
kebijakan yang ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-
petunjuk kebijakan tersebut harus jelas dan dijalankan dengan konsisten. Terdapat
tiga hal penting dalam.proses kebjjakan komugikasi yakni transmisi, kejelasan
dan konsistensi.

2. Swmnber daya

Keputusan-keputusan dar.suatu kebijakan yang jelas, akurat dan konsisten
ternyata tidak cukup jika tidak didukung sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan dari suatu kebijakan. Sumber daya yang
penting untuk mengimplementasikan suatu kebijakan adalah staf, wewenang,

sarana dan prasarana dan informasi.






BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln (sebagaimana dikutip dalam Moleong, 2007:
5), “ penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan
melibatkan berbagal metode yang ada digunakan untuk menafsirkan fenomena
dan yang dimanfaatkan untuk penciitian”. Dalam penelitian kualitatif metode
yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan
dokumen. Penelitan kualitatif mendeskripsikan fenomena yang dipelajari dan
akan menguraikan hasil pengamatan [untuk sampai pada kesimpulan. Metode
penelitian kualitatif mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat
yang objektif dan sifat yang tetap melainkan bersifat interpretif,. Menurut Mulyana
(2001:147), “ komumkator bersifat aktif, kreatif; dan 'memiliki kemauan bebas
dan perilaku (komunikasi} secara internal dikendalikan oleh individn. Penelitian
- kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang
mengandung makna. Makna“adalah data yang sebenarnya data yang pasti
merupakan suatn nilai dibalik data yang diperoleh. Oleh karena itu dalam
| penelitian  kualitatif, tidak menckankan pada konsep generalisasi tetapi
menekankan pada 1nakna.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesinipulan
bahwa tipe penelitian deskniptif adalah tipe penelitian untuk menggambarkan

tentang suaty keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam hal ini yaitu
44
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karaktenstik dalam suatu deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenal fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki. Dengan demikian dalam penelitian ini dikemukakan
fakta-fakta tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) studi Implementasi
Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Standar Pelayanan PATEN di
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah,

B. Fokus Penelitian

Sugiyono (2012) mengungkapkan fokus penelitian kualitatif bersifat holistik
(menyeluruh, /tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif
menetapkan peneliiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti
yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity) yang
berinteraksi_secara sinergis, Fokus dalam peneiitian_im adalah Pefayanan
Administrasi ' Terpadu Kecamatan (PATEN) terkait Implementasi Kebijakan
Peraturan Bupati"Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamnatan Bmtang Kabupaten

Aceh Tengah.

C. Lokasi Penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong ( sebagaimana dikutip dalam Ari Setiawan,
2012:28), “ dalam menentukan lokasi penelitian terbaik yang ditempuh dengan
jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjataki lapangan untuk mencarni
kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbalasan

geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan
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pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian”. Lokasi yang diambil dalam
penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (purposive) vyaitu Kecamatan
Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Dasar penentuan lokasi penelitian ini adalah,
Kecamatan Bintang merupakan salah satu Kecamatan yang telah melaksanakan
PATEN di Kabupaten Aceh Tengah dan secara geografis berada cukup jauh dari

ibukota Kabupaten Aceh Tengah.

D. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.
Pemilihan informan didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan,
merniliki data dan bersedia memberikan data. Menurut Sanapiah Faisal (2009: 29)

£19

yang mengatakan, teknik pengambilan sampel purposive adalah sampel
ditetapkan secara sengaja oieh peneliti; dalam hubungan ini lazimnya dinyatakan
atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui
pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam tekhnik random”. Penentuan
informan dalamopenelitian ini berdasarkan kepada keterlibatannya dalam

penyelenggaraan PATENdi Kecamaten Bimtang sebagaimana tercantum dalam

tabel 3.1 berikut ;

Tabel3.1
Penetapan Informan
No Informan/Narasumber Jumlah
1 | Camat Bintang 1 Orang
2 | Sekretaris Camat Bintang 1 Orang
3 | Kepala Seksi/Kasubbag 2 Orang
4 | Staf Kantor Camat/Petugas Loket 1 Orang
5 | Perwakilan masyarakat yang menerima 2 Orang
pelayanan PATEN _

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018,
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E. Instrumen Penelitian.
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:223) bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala
sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian,
prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang
diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas
sebelumnya. Segala sesuatu-masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian
itu. Dalam keadaanyang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain
dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat
mencapainya,”

Lebih lanjut menurut Sugiyono (2012:59) menyebutkan, “yang menjadi
instramen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendini. Peneliti harus paham
terhadap metode kualitatif, menguasai teorl dan wawasan terhadap bidang yang
diteliti, serta’ memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan Ciri khas penelitian
kualitatif tidak dapat dipisahkan @ dari pengamatan, dimana pengamat
memungkinkan melihat dan mengamafi sendin sifttasi yang mungkin terjadi”,
Berdasarkan pemyataan tersebut dapat dipahami bahwa'dalam penelitian kualitatif
pada awalnya permasalalian belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen
adalah peneliti_sendiri. Tetaph sctelah masalahnya akan dipelajari jelas, maka
dapat dikembangkan suatu instrumen.~Jadi dalam peneliian ini, instrumen
penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terjun langsung ke lapangan
melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap,
mendalam, dan komprehensif. Dalam pengambilan data di lapangan, peneliti

dibantu oleh pedoman wawancara, alat rekain dan alat dokumentasi. Hal ini

dilakukan untuk memudahkan peneliti dalain pengambilan dan pengumpulan data.
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F. Prosedur Pengumpulan Data,.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi; dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung
tethadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik
pada hasil temuan.

2. Wawancara; dilakukan terhadap respenden yang telah ditentukan untuk
mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal
yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi; pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan
implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kantor Camat Bintang seperii jenis pelayanan yang tersedia, baik perizinan
maupu non perizinan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

Ketiga 'metode tersebut di atas dipunakan di lapangan untuk memperoleh
data-data yang dibutuhkan, yakni untuk memperoleh data primer, di sanpmg
dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan, juga digunakan teknik
interview terhadapuresponden yang telah ditentukan;'dengan cara mengajukan
perianyaan yang berpedoman pada dafiar pertanyaan (inferview guide) yang telah
disusun./Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya jawaban atau pemyataan
responden, perlu didukung dengan data-data sekunder yang didapat dan studi

dokumentasi.

G. Metode Analisis Data
Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumnpulan data yang

digunakan dalan penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah
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dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis
desknptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang
diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategor yang relevan dengan tujuan
penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman
pada teon-teori yang sesuai. Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian
dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan
yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penelitian ini,
Selanjutnya penelitiakan melakukan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk
bisa memperoleh data yang valid. Setelah data tersebut diolah selanjutnya peneliti
melakukan pembahasan ferhadap data vang bersifat kualitatif dalam bentuk
deskriptif dengan menganalisanya secara seksama lalu menarik kesimpulan dan
pada akhimya memberikan saran-saran vang dianggap perfu dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bintang terkait Implementasi
Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).

Lebih rnincinya,.menurut Nazire  (2005449)7“analisa data adalah
mengelompokkan, mermnbuat.suatu uratan; memanipulasi_serta menyingkatkan
data sehingga mudah un(uk dibaca”. @leh sebab itu, sesuai. dengan desain
penelitian yang digunakan, yakni penelitian dengan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif maka dapat dianalisis secara sistematis guna memperoleh
kesimpulan yang bersifat deskriptif.Untuk itu data mentah yang telah berhasil
dikumpulkan akan peneliti kelompokkan berdasarkan kategori, dipilah-pilah
sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab

masalah penelitian. Dalam penelitian ini data dianalisis sejak awal penelitian,
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kemudian dikelompokkan, disusun secara sistematis, sehingga memudahkan
dalam pengolahannya. Milles dan Huberman (1984:21) menyatakan bahwa:
“First, the data concerned appear in word rather than in numbers. They may have
been collected in variety of ways, and are usually “processed” some what before
they are ready for use, but they remains word, usually organized into extended
text. We consider that analysis consist of three concurrent flows of activity : data
reduction, dafa dispiay, and conclusion. drawing”. Pertama, data yang
bersangkutan muncul dalam kata bukan dalam angka. Mercka mungkin telah
dikumpulkan dalam berbaga: cara, dan hasanya " diproses " beberapa sebelum
mereka siap untuk dipunakan, tetapt mereka tetap berbentuk kata, biasanya
disusun dalam teks diperpanjang . Kami menganggap bahwa analisis terdiri dari
tiga arus 'bersamaan kegiatan . reduksi data, display data, dan penarikan
kesimpulan " .

Adapun langkah-langkah vang lebih terinci menpgenai teknik analisa data
penelitian tersebutiadalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data (data reduction)

“Lata reduction refers to process of selecting, jocusing, simplifying,
abstracting, and transforming the “raw” duia that appear in written-up field
notes”. Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan,
abstrak, dan mengubah " mentah " Data yang muncul dalsm catatan lapangan
ditulis — up.

Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan

yang terperinci, laporan-laporan tersebut direduksi, dirangkum untuk kemudian
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dipilih hal-hal pokok yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang
hasil penelitian atau pengamatan, Dalam penelitian ini data diambil dari Kantor
Camat Bintang sebagai pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).

2. Penyajian data (Data Display)

“Data display as an organized assembly of information that permits
conclusion drawing and action taking’. Display data sebagai perakitan
terorganisir informasi yang memungkinkan gambar kesimpulan dan tindakan
mengambil,

Data yang diperoleh di Tapangan disusun dalam bentuk table, matrik atau

grafik agar dapat dilihat gambarannya secara umum sehingga penulis dapat
menguasai datauntuk menarik kesiupuian;
3. Mengambil, Kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing’ verification)
“From beginning of data collection, the qualitative analyst is beginning to decide
what things mean’s Dani awal pengumpulan datayanalis kualitatif mulat
memutuskan apa hal-bal berarti.

Danl hasil data yang diperoichiselama penelitian dicoba untuk mengambil
kesimpulan yang semula masih_ bersifat-tentauf, kabur dan diragukan, dengan
data yang semakin lengkap, .maka kesimpulan térsebut semakin jelas, serta
implikasi-implikasi dan saran-saran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di
masa yang akan datang. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka langkah awal
pada tahap analisa data, peneliti akan melakukan pencatatan-pencatatan atau

rekaman informasi serta data-data pendukung, mengumputkan data, menyeleksi
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kemudian mereduksi catatan atan rekaman tersebut dan menyajikan data-data
tersebut baik dalam bentuk bentuk tabel maupun gambar agar mudah dipahami.
Dari penyajian data tersebut, peneliti dapat dapat menyusun pemahaman arti dan
memvenfikasikannya dengan segala rangkaian peristiwa yang diperolch saat
pengumpulan data sampai reduksi data dan penyajian data yang dibuat secara
sistematis dalam bentuk kalimat naratif. Kemudian peneliti akan menark
kesimpulan sementara berdasarkan data yang tclah disajikan.

Model anmahisis data seperti yang dijelaskan tersebut di atas dapat

digambarkan pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Komponen Analisis Data ({nferactive Model)

Pengumpulan Data
(Data Collection)

Penyajian Data
(Data Display)

Reduksi Data(Data
Reduction)

Menarik Kestmpulan/Verifikasi
(Conelusion
Drawing/Verifieation)

Sumber : Miles dan Huberman dalam Husaini dan Purnomo (2009:88)

Secara umum Miles dan Huberman membuat gambaran seperti gambar
diatas dan beranggapan bahwa analisis terdiri empat alur kegiatanyang terjadi
secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Dapat di uraikan seperti di bawah ini
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a. Pengumpulan data. Pencliti mencatat semua data secara obyektif dan apa
adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

b. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perbatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu
bentuk analisis yang menajamkan, menggojongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu dan_mengorganisasikan data sedemikian rupa schingga
kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan,
dengan reduksi data kita dapat! menyederhanakan  data kualitatif dan
mentransformasikannya dengan berbagar cara, misalnya thelalui seleksi yang
ketat, melalui ringkasan dan atau menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih
jelas.

c. Penyajian Data mempakan kumpulan infonmasi tersusun yang memberi
kemungkman adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan (verifikasi). Penelitt vang berkompeten akan menangani
kestmpulan dengan longgar, tetap terbuka.dan skeptis (Milles dan Huberman,
1992 :20).

Keempat komponen térsebut saling-interaktif yaitu saling mempengaruhi
dan terkait Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan
wawancara atau observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data,
kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka

diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data,
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selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga

hal tersebut dilakukan, maka drambil suatu keputusan untuk diverifikasi.

H. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Tehnik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono
(2012: 121) meliputi wji kredibilitas data, uji transferabiliti, uji depenability, dan
uji confirmability. Pade peneliian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji
keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi
data diartikan sebagai pengecekan data dan berbagal suinber dengan berbagal
cara, dan berbagal waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam Keabsahan data, yaitu
triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian int,
peneliti menggunakan trianguiasi: sumber. Trianguiasi sumber adalah mengwji
kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh
melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan pada Aparatur
Pemerintah Kecamatan Bintang selaku pemben. pelayanan dan masyarakat

sebagai penerima pelayanamPATEN di'Kecamiatan Bintang.



BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.
1. Gambaran Umum Kecamatan Bintang

Kecamatan Bintang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (drt)
Tahun 1956 tentang Pembeéntukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan [embaran Negara Nomor 1107). Kecamatan Bintang
memiliki 24 (dua puluh empat) desa defenitif Kecamatan Bintang merupakan
salah satu kecamatan tertua yang ada dalam Kabupaten Aceh Tengah dan berada
di sebelah timur dam ibukota Kabupaten Aceh Tengah. Mayontas penduduk
Kecamatan Bintang bermata pencaharian sebagai petani selebthnya pedagang,
nelayan, pegawal pemenintahan dan pegawai_swasta dengan tingkat pendidikan
rata-rata tamatan SMA/sederajat.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, penduduk Kecamatan
Bintang péda tahun 2017 tercatatsebanyak™10.527 jiwa yang terdin dan penduduk
laki-laki berjumlah 5291 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 5.236 jiwa.
Jumlah kepala keluarga (KK) 3.011, yang terdin dan jumlah kepala keluarga laki-
laki sebanyak 2.553 KK dan jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 458
KK. Jumlah penduduk Kecamatan Bintang berdasarkan desa sclengkapnya dapat

dilihat dalam tabel 4. 1benikut :

55



56

Tabel 4.1
Jumiah penduduk Kecamatan Bintang Berdasarkan Desa
No Nama Desa Laki-Laki | Perempuan Jumlah |
1 Atu Payung 98 95 193
2 Bale Nosar 183 180 363
3 Barm{ Nosar 69 69 | 138
4 Bewang 169 157 376 |
5 Dedamar 433 414 847
6 Genuren 228 236 464
7 | Kala Bintang 173 18] 354
8 Kala Segi 207 198 405
9 | Kejurun Syiah Utama 102 93 195 |
10 | Kelitu Sintep 228 224 452 )
11 Kuala [ 468 449 917
12 Kuala Il 504 491 995
13 | Linung Bulen T 319 322 641
14 Linung Bulen I 372 407 779
15 | Mengaya 211 199 410
16 | Mude Nosar 185 196 381
17 Serule 202 211 413
18 Wakil Jalil 276 269 545
19 Wih Llah Sete 113 125 238
20 | Gegarang 84 () 174
21 | Jamur Konyel 1148 36 278
22| Merodot 152 152 304 ]
23 Sintep 110 110 220
24 Gele Pulo 257 238 495
5.291 5.236 10.527

Sumber ; Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, 2018

- Penyebaran penduduksebagian besar terkonseﬁtrasi di daerah sekitaran
ibukota kecamatan yang umwmnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana
infrastruktur yang lebih baik, Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di Desa
Dedamar, Desa Kuala I, Desa Kuala 1, Desa Wakil Jalii, Linung Bulen I, Desa
Linung Bulen II, Desa Gele Pulo, Desa Genuren dan Desa Kala Bintang. Terkait
dengan penelitian ini, sebagian besar penerima pelayanan PATEN di Kecamatan

Bintang didominasi oleh penduduk yang terkonsentrasi di sekitaran ibukota
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kecamatan karena sebagian besar penduduk disekitaran ibukota kecamatan
bermata pencaharian sebagai pedagang tentunya membutuhkan izin usaha yang

diterbitkan oleh PATEN Kecamatan Bintang.

2. Struktur Organisasi Kecamatan Bintang,

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah,
dalam struktur orgamsasinya, Kecamatan Bintang dipimpin oleh seorang Camat
{setingkat eseclon Ili.a) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalul Sekretaris Daerah. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat
(eselon IIL.h), 5 orang Kepala Seksi (eselon IV.a) dan duva orang Kepala Sub
Bagian (eselon IV.b) yang berada dibawah Sekretans Camat. Struktur Organisasi
Kecamatan Bintang dapat dilihat pada gambar 4.1dibawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemermtah Kecamatan Bintang

KELOMPOK JABATAN CAMAT |
FIUNGSTONAL
${SEKRETARIS CAMAT |
KASUBBAG KASUBBAG
UMUM DAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
h
KASI KAS1 KASI KAS! KASI
PEMERINTAHAN || PEMBERDAYAAN | KETENTRAMANDAN || KESEJAHTERAAN PERIZINAN
MASYARAKATDAN || KETERTIBAN UMUM SOSIAL INFORMASI DAN
KAMPUNG KOMUNIKASE
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3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kecamatan Bintang

Pegawai Kantor Camat Bintang sebagai penyelenggara jalannya roda
pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat salah satunya
penyelenggaraan pelaksanaan PATEN harus memiliki uraian tugas pokok dan
fungsi vang jelas dan berjenjang mulai dari Camat, Sekretaris Camat dan Kepala
Seksi. Secara umum uraian tugas pokok dan fungsi persoml kecamatan telah
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bintang. Penjabaran Peraturan
Bupati Aceh Tengah terkait tugas pokok dan fungsi personil kecamatan yang
menjadi acuan pegawal Pemerintah Kecamatan Bintang dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a). Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebapai perangkat daerah
kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di"wilayah kecamatan, berada di_bawah dan berlanggung jawab
kepada bupati melaln sekretanis dacrah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh
bupati atau.wali kota atas usal. sekretaristdaerah kabupaten atau kota terhadap
Apartur Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Camat atau sebutan lain adatah pemjmpm dar koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas wmum

pemerintahan,
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Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Camat mempunyai tugas membantu

bupati dalam penyelenggaraan pemenintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Fungsi camat sesuai dengan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 adalah

sebagai berikut .

1)

2).
3).
4),
5).

6).

7).

8).

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan daerah;
Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan;

Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;

Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;

Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum;

Pelaksanaan pembinaan penyampaian informasi dan komunikasi yang
meliputi wilavahikerja kecamatan;

Pelaksanaan penyusunan rencana dam program, pembinaan administrasi,
ketatausahaan dan rumah'tangga; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yangsdiberikan oleh bupati melalui sekretaris

daerah.
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Camat menyelenggarakan tugas umum pemerntahan yang meliput :

).

(a).

Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan inasyarakat
Mendorong partisipasi masyarakat untuk i1kut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di kampung dan kecamatan;

(b). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

{c).

(d).

(e).

2).

(a).

pemerintah maupun_swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

Melakukan evaluasi terhadap berbagal kegiatan pemberdayaan, masyarakat
diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemenntah maupun
swasta;

Melakukan tugas-tugas jain s¢suai dengan peraturan perundang-undangan;
dan

Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja
kecamatan kepada:bupafl dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangiurnsan pembendayaan masyarakat.
Mengkoordinasikan upayas. penyelenggaraan ketentraman .dan ketertiban
umur.

Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;



(b).

(c).

3).

(a).

(b).

(c).

4).

(a).

(b).

(c).
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Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
masyarakat diwilayah kecamatan, dan

Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentermman dan ketertiban kepada
bupati.

Mengkoordmasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Melakukan koordinasi‘dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat dacrah yang tugas dan
fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau
Kepolisian Republik Indonesia; dan

Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan diwilayah kecamatan kepada bupati.

Mengkoordimasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Melakukan‘koordinasi dengan satuan kerja. perangkat dacrah atau instansi
vertikal yanp tugas danm,fungsinya dibidang peme]ib&raan prasarana dan
fasilitas,pelayanan umum;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas.pelayanan umum; dan

Melaporkan pelaksaraan pemelitharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum diwilayah kecamatan kepada bupati.



3).

(a).

(b).

(c).

(d).

6).

(a).

(b).

{c).

(d).

(e).
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Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kkegiatan pemerintah di tingkat
kecamatan

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

Melakukan eyaluasi pemnyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; dan

Melaporkan penyelenpparaan kegiatan pemenntahan ditingkat kecamatan
kepada bupati.

Membina' penyelenggaran pemerintah kampung dan/atau kelurahan
Melakukan pembinaan dan pengawasan teritb adminisirasi pemnerintahan dan/
atau kelurahan;

Memberikan “bimbingan, supervisi, fasilitasi-dan konsultasi pelaksanaan
administrasi kampung dan/.atau kelurahan;

Melakukan pembinaan danpengawasan terhadzap kepala kampung dan/ atau
lurah.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung dan/
atau kelurahan;

Melakukan evajuasi penyelenggaran pemerintahan kampung/ atau kelurahan

di tingkat kecamatan;



63

(f). Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran
pemerintah kampung/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

7). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan atau yang belumn dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan.

(a). Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan;

(b). Melakukan percepatan‘pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

{c). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat di kecamatan;

(d). Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan;

(e). Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wialayah

kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Selain tugas pokok dam fungsi yang tersebut diatas, camat juga
melaksanakan kewenangan pemerintahan vang dilimpahkan oleh bupati unwuk
menangani sebagian urusanotonomi dacrahyang meliputi aspek :

(a). Perizinan;
(b). Rekomendast,
(c). Kooordinasi;
(d). Pembinaan;
{e). Pengawasan,
(f). Fasilitasi;

(g). Penetapan;,



{h). Penyelenggaraan; dan
(1). Kewenangan lain yang dilimpahkan,
b). Sekretaris Camat

Sekretanis kecamatan mempunyal tugas membantu camat dalam
melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kepegawaian, keuvangan, perlengkapan ketatalaksanaan dan
membenkan pelayanan teknis admimistrasi kepada semua unsur dilingkungan
kecamatan.

Jabatan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) adalah jabatan struktural eselon
HIb, dan berdasarkan Peraturan Bupati Aceli Tengah Nomor 46 Tahun 2017,
Sekretaris Camat inembawahi 2 (dua) sub bagian. Sekretaris kecamatan diangkat
dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usulan camati melalui sekretans
daerah.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas nembantu camat dalam
melaksanakan pembinaan admimistrasi yang meliputitpeinbinaan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kepegawalan, keuangany periengkapan ketatalaksanaan dan
memberikan. pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkungan
kecamatan
Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut
1). Penyusunan rencana, program, pengendalian dan pengevaluasian

pelaksanaanya;

2). Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
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3). Pelaksanaan urusan tata usaha, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian,
perlengkapan daﬁ rumah tangga,

4). Pengoordinasian standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur
(SOP) pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan; dan

5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat,

c). Kepala Seksi Pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyelenggaraan pemerintahan umuwn dan pembinaan. keagrarian, menyiapkan
bahan pembinaan pemenntahan dan aparatur serta administrasi desa/kelurahan.
Kepala Seksi Pemenntahan mempunyai fungs: sebagai berikut :

1). Penyelenggaraan pemerintahan umum;

2). Pembinaan keagranaan;

3). Pembuatan Standar Pelayanan (SP)| dan Standar Oprasiconal Prosedur (SOP);,

4). Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembinaan pemerintahan
kampung; dan

5). Pelaksanaan tugas-tugasiain yang dibemikan oleh camat,

d). KepalasSeksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung .

Seksi Pemberdayaan Masyarakat™ dan Kampung mempunyai tugas
mclakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat kampung yang meliputi
bidang sosial budaya dan usaha ckonomi masyarakat serta melakukan
pengendalian dan pembinaan pembangunan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut
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(1). Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana
dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi;

(2). Penyiapan bahan penyusunan program pembangunan pada umumnya dan
pembinaan lingkungan hidup;

(3). Pembuatan standar pelayanan (SP) Standar Oprasional Prosedur (SOP)
evaluasi/verifikasi APB kampung; ’

(4). Pengevaluasian/verifikasi ganun APBKampung; dan

(5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

e). Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seks: Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan
pembinaan Ketentraman, ketertiban wilayah pembinaan idiologi dan pohtk dalam
negeri.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunya: fungsi sebagai

berikut :

(1). Penyiapan “bahan. penyusunan program.dan® penyclenggaraan pembinaan

ketertiban umum;

(2). Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman,

(3). Pembuatan Standar Pelayanan (SPydan Standar Oprasional Prosedur (SOP);

(4). Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pemilu, idiologi negara,
~ kesatuan bangsa, organisast sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan
lembaga kemasyarakatan lainnya; dan

(5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.
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f). Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyal tugas mengkoordinasikan
penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1). Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan
bantuan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan
olah raga;

(2). Pembuatan Standar Pelayanan (SP) Standar Oprasional Prosedur (SOP);

(3). Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan,
pendidikan, kebudayaan dan keschatan masyarakat, dan

(4). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

g). Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai fugas melaksanakan pelayanan
informasi dan komunikasi sosial, serta pengembangan informasi dan komunikasi.

Sekst Informasi‘danKomunikasi mempunyai fungsissebagai berikut :

(1). Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan informasi
dan/komunikasi sesvai kebijakan umum yang ditctapkan oleh pemerintah
daerah;

(2). Pembuatan Standar Pelayanan (SP) Standar Oprasional Prosedur (SOP);

(3). Pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam
wilayah kerjanya; dan

(4). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.
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h). Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bintang, Kasubbag Unum,
Kepegawaian dan Evaluasi bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Camat.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas, menyiapkan bahan
penyusunan dan pengendalian perencanaan/program kerja camat, menghimpun
peraturan perundang-undangan, dokumentasi peogolahan data dan pengolahan
administrasi keuaagan yang meliputi penyusunan. anggaran, pembukuan,
pertanggungjawaban laporan keuangan serta paji pegawai dan pembuatan rencana
strategis (Rens&a).
1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomeor 46 Tahun 2017 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bintang, Kasubbag Umum,
Kepegawaian dan Evaluasi bertangpgung jawab langsung kepada Sekretaris Camat.
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Bvaluasi mempunyai tugas inelaksanakan
urusan surat_menyurat, kearsipan, ckspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan,
administrasi-perjalanan dinas, ‘peralatan, perlengkapan dan urusan kepegawaian,
melaksanakan pelaporan danw.evaluasi-keptatan, melaksanakan monitoring,
mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang berlaku, melaksanakan monitoring dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kecamatan agar diketahui tingkat

realisasinya serta membuat laporan kinerja Kecamatan Bintang
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Terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Bintang, uraian tugas
pokok dan fungsi penyelenggaran PATEN telah termaktub dalam Peraturan
Bupati Aceh Tengah dan selaras dengan beberapa pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati Aceh Tengah kepada para camat dalam Kabupaten Aceh

Tengah.

B. Hasil
1. Faktor-Faktor Penyebab Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang.

Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan inovasi
manajemen dibidang pelayanan perizinan dan non périzinan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terfokus pada
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan mi dapat dilihat dari faktor —
faktor yang inempengarahi Implementasi kebijakan menurut Edwards 11T, yaitu
Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, Keempat vanabel tersebut
menjadi pentug perannya dalam pelaksaaan Penyelenpggaraan PATEN di Kecamatan
Bintang.

Dalam implementasi Kebijakan PATEN sesuai~dengan model George
Edwards I1I menjelaskan bahwastidak ada satu variabel (komunikasi, sumber
daya, struktur birokrasi dan disposisi) yang dapat. berdin sendiri atau tidak ada
variabel tunggal. Dimana setiap variabel saling merhpengaruhi dalam menentukan
berhasil atau tidaknya proses implementasi. Seperti sebuah sistem yang terdin dari
unit-unit sistem, variabel yang mendominasi atau timpang sama sekali akan

memberikan dampak yang bersifat menyeluruh pada keseluruhan implementasi.
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Dalam penelitian ini peneliti melihat faktor-faktor yang wnenyebabkan
implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Bintang tidak berjalan maksimal
merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh George Edwards I11.
a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
Suatu komunikasi yang tersalurkan dengan baik secara langsung akan
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, Hal ini ditandai dengan setiap
implementor harus' memahami apa yang harus mereka kerjakan, kegiatan apa yang
harus dilaksanakan, dan bagaimana melaksanakannya serta apa tujuan dan sasaran
program tersebut.
Secara umum, Edwards IiI membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi
kebijakan, yaitu:
). Transmisi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka
yang harus mengimplementasikan suatw keputusanrmesti- tahu apa yang mereka
kerjakan. Hal imi berarti sebelum pejabat dapat menginplementasikan suatu
keputusan;-ia_harus menyadari bahwa suatn keputusan_telah dibuat dan suatu
perintah untuk pelaksanaannya-telah dikeluarkan. Dalam hal ini terkait dengan
pelayanan publik melalui kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN), Pemerintah Kecamatan Bintang pada dasamya telah mengetahui
tentang adanya kebijakan PATEN sesuai dengan Permendagn nownor 4 Tahun

2010.
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Meskipun demikian, seperti yang diungkapkan oleh Edward III, bahwa
dalam mentransmisikan perintah-perintah impelementasi yvang telah ditetapkan
terkadang terhambat karena ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami
kebijakan yang telah ditetapkan. Ungkapan Edwars Il tersebut benar adanya,
Dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang yang menjadi hambatan
adalah pemahaman pegawai sebagai pelaksana kebijakan PATEN masih sangat
rendah. Namun, Ketidakpahaman imt tidak sepenuhnya menjadi kelemahan
pegawai dalam melaksanakan PATEN tetapi juga menjadi kelemahan pejabat
pembuat kebijakan, karena implementasi kebijakan PATEN vang telah diputuskan
dan diperintahkan tidak disertai dengan pembenan pemahaman tentang kebijakan
PATEN tersebut seperti melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang
pelaksanaan PATEN. Tidak hanya para pelaksana kebijakan tetapi juga penerima
kebijakan seharisnya juga memahami kebijakan tentang PATEN tersebut.

Dalam hal ini terdapat beberapa hambatan Pemecrintah Kecamatan Bintang
tentang bagaimana mempersiapkan Keeamatan Bintang dalam melaksanakan
kebijakan PATEN tersebut. berdasarkan pengamatan penelifi salah satunya adalah
bahwa penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bmtang belum:berjalan maksimal
dikarenakan Peraturan BupativAceh Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan PATEN belum mampu dipahami para pegawai secara
menyeluruh karena mmimnya pembekalan yang diberikan kepada para aparatur
Pemerintah Kecanatan Bintang. Begitu juga dengan penerima layanan yaitu
masyarakat dimana standar pelayanan PATEN sama sekali belum disosialisasikan

sehingga pada saat masyarakat berurusan sehagian besar tidak mengetahui yang
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namanya PATEN atau pelayanan yang dilakukan melalui satu meja tanpa harus
melalui birokrasi yang berbelit. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang
petugas loket dalam wawancara sebelumnya pada subbab diatas, akibat
ketidaktahuan masyarakat tentang PATEN dan kurang memahaminya pegawai
kecamatan tentang PATEN menjadikan pelayanan publik yang diharapkan tidak
berjalan maksimal.
2). Kejelasan

Seperti yang dikemukakan oleh Edwards III.tentang kejelasan yang
merupakan faktor kedua dalam komunikasi, dimana jika kebijakan-kebijakan
diimplementasikan _sebagaimana vang dunginkan, maka petunjuk-petunjuk
pelaksanaan harus jelas. bahkan disaat sebuah kebijakan diimplementasikan, maka
sebaiknya kcbijakan tersebut tersusun’ secara detail dan terperinci, kapan dan
bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Selaras dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Edwards III, kebijakan Pemenntah terkait PATEN telah
termaktub dalam Keputusan Menteri Dalam Negen'Nomor 138-270 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Admuistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
terdapat ‘beberapa konsep PATEN,  salah™ satu diantaranya-adalah persyaratan
untuk menyelenggarakan PATEN yang terdin dari  persyaratan substantif,
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Ketiga persyaratan tersebut harus
dipenuhi sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan PATEN. Jika salah
satunya tidak dapat terpenuhi maka pelayanan PATEN dapat dikatakan

pelaksanaan PATEN belum maksimal diselenggarakan.
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a). Persyaratan Substantif PATEN di Kecamatan Bintang.

Persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan
substantif, yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan wewenang
bupati/walikota kepada camat. Wewenang yang dibenkan itu meliputi bidang
perizinan dan non penzinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan
substantif, karena tanpa itu, maka camat tidak dapat melaksanakan pelayanan
administrasi yang menjadi kewenangan bupati/walikota vyang selama ini
dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti kantor,
badan atau dinas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemenntahan Daerah yang menyatakan kecamatan dipimpin oleh camat
yang dalain pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang
bupati atau walikota untuk menangan: sebagian urusan pemerintahan daerah.

Pelimpahan sebagian wewenang dan bupati/walikota kepada camat,
merupakan faktor vang strategis untuk mengoptimalkan peran dan fungsi
kecamatan dalam ™ rangka meningkatkan pelayanan' kepada 1nasyarakat.
Pelimpahan.sebagian wewenang bukan berarti memindahkan kekuasaan kepada
camat, tetapi-lebih kepada pendisiribusian sebagian kewenangan dinas/lembaga
teknis daerah dalam skala dam. Kriteria vang relevan dengan kewilayahan
kecamatan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam menyelenggarakan
pelaksanaan PATEN di Kecamatan Bintang pada dasamya telah memenuhi salah
satu persyaratan utama PATEN yaitu persyaratan substantif yaitu dengan

diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/764/TAPEM/2015
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Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tengah Kepada Camat
dalam Kabupaten Aceh Tengah. Pelimpahan/ pendelegasian sebagian
kewenangan Bupati Aceh Tengah kepada Camat dapat dilihat dalam tabel 4.2
benkut :

Tabel 4.2

Jenis Urusan Pemerintahan dan Jenis Pelayananyang Dilimpahkan
Kepada Camat

No Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan

1 | Ketentraman, Ketertiban | Penerbitan Izin Gangguan (HO)
Umum,..daia. Perlindungan

Jenis Pelayanan

Masyarakat
2 | Perdagangan Penerbitan Surat [zin Tempat Usaha
(SITL)
3 | Pekerjaan Umum dan | - Himbauan/Sosialisasi
Penataan Ruang - Rekomendasi Izin Mendirikan
Banpunan (IMB)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4 | Urusan Pemerintahan Umum | | - Pembinaan wawasan kebangsaan dan

ketahanan Nasional

- Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa

- Pembinaan kerukunan antar suku dan
intrasukn, uwmat beragama, ras dan
golongandlainnya.

sgfPenanganan konflik social

- Koordinasi pelaksanaan tugas antar
instansi pemerintahan

- Pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila

- Penyelenggaraan kewaspadaan dini

- Pengangkatan dan pemberhentian
penyelenggara pemenntahan kampung

Sumber Data :Seksi Perizinan Informasi dan Komunikasi pada Kanter Camat

Bintang : 2018.

Penjelasan tabel 4.2 diatas terdapat 4 (empat) urusan pemerintahan yang

didelegasikan kepada camat dan beberapa jenis pelayanan yang dilimpahkan
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kepada camat berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) terdin 13 (tiga belas) jenis perizinan dan non perizinan

terdiri dan :

(a).

1)
2),

3).

(b).

1).

2),
3).
4).
5).
6).
7.
8).

9.

3 (tiga) jems layanan perizman yaitu

Penerbitan Izin Gangguan (HO).

Penerbitan Surat [zin Tempat Usaha (SITU).

Penerbitan [zin Mendirikan Bangunan.

10 {sepuluh) jems layanan non perizinan/rekomendasi yaitu -

Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pembethentian Angpgota Rakyat Genap
Mupakat (RGM) Kampung.

Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Petue.

Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentiat Imem Kampung.
Penerbitan keputusan pengangk atan/ pemberhentian Kepala Urusan (Kaur)
Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhentian Penghulu

Penerbitan Rekomeiidasi 1zin Mendirkan Bangunan (IMB)

Penerbitan RekomendasiiRindah/DatangPenduduk

Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Pengurusan KK

Penerbitan Rekomendasi KeteranganFidak Mampu

10). Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan

Keadaan jenis pelayanan dan produk Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bintang yang meliputi perizinan dan non

perizinan periode Januari sampai dengan Desember 2017 dapat dilihat dalam tabel

4.3 berikut ini :



Tabel 4.3
Keadaan Jumlah Produk PATEN Kecamatan Bintang
Periode Bulan Januari s/d Desember 2017.
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Jumlah
No Jenis Pelayanan Produk
Pelayanan
1 | Penerbitan Izin Gangguan (HO) 21
2 | Penerbitan Surat 1zin Tempat Usaha (SITU) 17
' 3 | Peperbitan Izin Mendirikan Bangunan _ 46

4 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian 7
Anggota Rakyat GenapMupakat(RGM) Kampung

5 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Petue 8

6 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian Imem 7
Kampung

7 | Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhentian Kepala 18
Urusan (Kaur)

8 | Penerbitan  keputusan  pengangkatan/  pemberhentian 12
Penghulu o

9 | Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (iMB) 126

10 | Penerbitan Rekomendasi Pindah/Datang Penduduk 246

11 | Penerbitan Rekomendast Penerbitan/ Pengurusan KK 221

12 | Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu 254

13 [ Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan 156

Sumber Data :Kantor Camat Bintang :2018.

Dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu setahun, jenis pelayanan

penerbitan tekomendasivlebih banyak dibandingkan dengan penerbitan Surat

Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Aparatur. Kampung, hal ini disebabkan

karena dalam penezbitan Surat Keputusan Pengangkatan/Pemherhentian Aparatur

Kampung memiliki masa berlaka ewkup lama sesuai dengan Qanun Kabupaten

Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Sedangkan

pelayanan rekomendasi tidak memiliki masa waktu, kapan saja dapat ditcrbitkan

jika memang telah menjadi kehutuhan bagi yang memiliki kepentmgan atas

rekomendasi tersebut.



b). Persyaratan Administratif PATEN di Kecamatan Bintang.

Persyaratan kedua dalam menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan

administratif dirnana kecamatan harus memiliki standar pelayanan. Dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Aceh

Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi dasar bagi Pemerintah

Kecamatan Bintang dalam penetapan standar pelayanan PATEN di Kecamatan

Bintang sebagamaimana yang terhhat dalam tabel 4.4. berikut ini :

Tabel 4.4

Komponen Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan
Bintang Berdasarkan Persyaratan untuk Mendapatkan Pelayanan

No Jenis Pelayanan Persyaratan Pelayanan

1 | Penerbitan Izin Gangguan (HO) Tersedia

2 | Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (S1TU) Tersedia

3 | Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan _ Tersedia

4 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Tersedia
Pemberhentian____Anggota  Rakyat _ {enap
Mupakat (RGM)} Kampung

5 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Tersedia
Pemberhentian Petue

6 | Penerbitan Kepntusan Penigan gkatan/ Tersedia
Pemberhentian ImempKampung

7 | Penerbitan keputusan pengangkatan/ Tersedia
pemberhentian Kepala Urnsam(Kaur)

8 | Penerbitan keputusan pengangkatan/ Tersedia
pemberhentian Penghtif,,

9 | Penerbitan Rekomendasi “Izin  Mendinkan Tersedia
Bangunan {IMB)

10 | Penerbitan Rekomendasi  Pindah/Datang Tersedia
Penduduk _

11 | Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Tersedia
Pengurusan KK

12 | Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak Tersedia
Mampu _

13 | Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal Tersedia
Bantuan

Sumber Data :Kantor Camat Bintang : 2018.
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Komponen standar pelayanan berikutnya adalah prosedur pelayanan yaitu
tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk layanan pengaduan, mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan
atau dilalui dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan. Komponen
prosedur pelayanan di Kecamatan Bintang dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut
i ;

Tabel 4.5

Komponen Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan
Bintang Berdasarkan Prosedur Pelayanan

No Jenis Pelayanan Prosedur Pelayanan

1 | Penerbitan Izin Gangguan (HO) sesuai S.0.P

2 | Penerbitan Surat 1zin Tempat Usaha (SITU} sesuai §.0.P

3 | Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sesuai S.O0.P

4 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ | tidak sesuai S.O.P
Pemberhentian Anggota Rakyat Genap Mupakat
(RGM) Kampung

S | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ | nidak sesuai S.0.P
Pemberhentian Petue

6 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ | tidak sesuai S.O.P
Pemberhentian Imem Kampung

7 | Penerbitan keputusan pengangkatan/ | tidak sesuai S.0.P
pemberhentian Kepala Urusan (Kaur)

8 | Penerbitan keputusan pengangkatan/ | tidak sesuai S.0O.P

pemberhentian Penghulu
9 | Penerbitan Rckomendasi _ Izin gMendirtkan | sesuai S.O.P
Bangunan(IMB)
10 { Penerbitan Rekomendasi Pindal/Datang’Penduduk | sesuai S.O.P
11 | Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Pengurusan | sesuai S.O.P

KK

12 | Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak | sesuai S.O.P
Mampu L )

13 | Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal | sesuai S.O.P
Banfuan

Sumber Data :Kantor Camat Bintang : 2018.
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Dalam tabel 4.5 ini jelas terlihat bahwa penerbitan dokumen non perizinan
berupa Surat Keputusan Camat Bintang terkait dengan aparatur pemerintahan
kampung belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seharusnya,
ini menandakan bahwa prosedur pelayanan non perizinan penerbitan Surat
Keputusan Camat Bintang belum berjalan maksimal.

Komponen standar selanjutnya adalah waktu pelayanan yaitu jangka waktu
yang diperfukan untuk .menyelesaikan seluruh. proses pelayanan mulai awal
hingpa terbitnya dokumen. Komponen standar pelayanan berdasarkan waktu
pelayanan PATEN Kecamatan Bintang terlihat dalam tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6

Komponen Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan
Bintang Berdasarkan Waktu Pelayanan

No Jenis Pelayanan Waktu Pelayanan
1 __{ Penerbitan [zin Gangguan (HO) 3 (tiga) han

2 | Penerbitan Surat 1zin Tempat Usaha (SITU) 3 (tiga) hart

3 | Penerbitan Izin Mendinkan Bangunan 1 (satu) minggu

4 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian | 3 (tiga) hart

Anggota Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung
5 | Penerbitan Keputusan, Pengangkatan/ Pemberhentian | 3 (tiga) hari
Petue
6 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentians| 3 (tiga) hari
| Imem Kampung "%, || | ,_

7 | Penerbitanskeputusan pengangkatan/ peinberhentian™"3 (tiga) hari
Kepala Urusan (Kaiir)
8 | Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberbentian | 3 (tiga) han
Penghuiu
9 | Penerbitan Rekomendasi 1zin Mendirikan Bangunan | 1 (satu} minggu
(IMB)
10 | Penerbitan Rekomendasi Pindah/Datang Penduduk 1 (satu) hari
11 | Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Pengurusan KK | 1 (satu) han
12 | Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu 1 (satu) hari
13 | Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan | 1 (satu) har
Sumber Data :Kantor Camat Bintang : 2018,
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Komponen standar pelayanan PATEN Kecamatan Bintang berdasarkan

waktu pelaksanaan dalam proses pengurusan dokumen dengan ketepatan waktu

yang diharapkan berbeda, untuk pengurusan Surat Izin Gangguan (HO) dan

Penerbitan Surat {zin Usaha (SITU) dalam proses penerbitan dokumennya sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan.

Komponen standar pelayanan lainnya adalah biaya pelayanan yaitu ongkos

yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh

pelayanan dari penyelenggara yang besamya ditetapkan sesuai ketentuan dan

peraturan yang berlaku. Biaya pelayanan yang dikenakan dapat dilihat dalam tabel

4.7 berikut :

Tabel 4.7

Komponen Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan
Bintang Berdasarkan Biaya Pelayanan

No Jenis Pelayanan Biaya Pelayanan
1 Penerbitan lzin Gangguan (HQ) Qanun Kabupaten Aceh Tengah
2 [ Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 4 Tahun 2010 tentang
3 [ Penerbitan Izin Mendinkan Bangunan Retribusi Daerah
4 | PenerbitansKeputusan Pengangkatan/ Pemberhentiany|nGratis
Anggota Rakyat Genap Mupakat (RGMyKampung
5 | Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian | Gratis
Petug
6 Penerbitan Keputusan Pengangkatan/ Pemberhentian | Gratis
Imem Kampung
7 | Penerbitan keputusantpengangkaian/ pemberhentian | Gratis
Kepala Urusan (Kaur)
8 Penerbitan keputusan pengangkatan/ pemberhenttan | Gratis
Penghulu
9 Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan | Qanun Kabupaten Aceh Tengah
(MB) Nomer 4 Tahun 2010 tentang
.| Retribusi Daerah ]
10 | Penerbitan Rekomendasi Pindah/Datang Penduduk Gratis
11 | Penerbitan Rekomendasi Penerbitan/ Pengurusan KK [ Gratis
12 | Penerbitan Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu Gratis
13 | Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan | Gratis

Sumber Data :Kantor Camat Bintang : 2018.
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Komponen standar pelayanan terkait biaya pelayanan PATEN Kecamatan
Bintang sudah cukup baik telah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik dan
sesuai dengan standar pelayanan yang dibenarkan dalam Peraturan Bupati Aceh
Tengah. Jika tidak ada regulasi dalam mengimplementasikan komponen standar
pelayanan biaya pelayanan dapat menjadi salah satu penyebab hilangnya
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik karena berkaitan dengan uang,
yang wjung-ujungnya dapat terindikasi pungutan liar. Namun dengan mewujudkan
transparansi melalui regulasi yang jelas akan memberikan jaminan keamanan bagi
petugas dalam memungut biaya dalain penerbitan dokumen PATEN.
¢). Persyaratan Teknis PATEN di Kecamatan Bmiang

Selanjutnya persyaratan ketiga yang harus dipenuhi dalam rangka
menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan teknis PATEN yaitu ketersediaan
sarana, prasarana dan pelaksana teknis PATEN, Dalam hal ini berdasarkan
wawancara dan hasil obesrvasi peneliti terhadap ketersediaan sarana dan
prasarana penyelenggaraan PATEN 'di Kecamatan " Bintang masih belum
maksimal, _Sarana vyang disebutkan disini berupa tempat piket, loket/tempat
pendaftaran, tempat memproses berkas, tempat pengolahan data, tempat finalisasi
proses, ruang tunggu, tempat penyerahan dokumen, tempat pembayaran, tempat
penanganan pengaduan dan fasilitas pepdukung lainnya seperti komputer, meja
kerja, lemari arsip belum sepenuhnya tersedia.

Sarana PATEN di Kecamatan Bintang perlu menjadi perhatian pemerintah
kecamatan, semestinya camat selaku pengamhil kebijakan peduli dengan

persoalan yang terjadi apalagi yang terkait dengan pelayanan publik. Keberadaan
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sarana PATEN tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanan PATEN

dapat berjalan dengan baik. Lebih jelasnya keadaan sarana PATEN yang ada di

Kecamatan Bintang dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8
Keadaan Sarana PATEN di Kecamatan Bintang
No Sarana PATEN Keterangan
Tersedia Tidak Tersedia

1 | Tempat Piket \’

2 ! Lokel/Tempat Pendaftaran y

3 | Tempat Pemrosesan Berkas *J

4 | Tempat pengolahan data dan informasi |

5 | Tempat finalisasi proses v )
6 | Ruang Tunggu v

7 | Tempat penyerahan dokumen N

8 | Tempat Pembayaran *J

9 | Tempat'Penanganan Pengaduan V

Sumber Datas Kantor Camat Bintang 2018

Penjelasan-tabel 4.8 diatas adalah dan 9 (sembilan) komponen sarana

PATEN di Kecamatan Bintang, terdapat 2 (dua) komnponen sarana prasarana yang

belum terpenuhi adalah tempat piket yaitu berupa meja yang berada dibagian

depan sebelum menuju meja pelayanan. Ditempat ini petugas informasi akan

menyapa masyarakat yang datang ke kantor kecamatan, dan mengarahkan warga

yang akan mengurus pelayanan ke loket/meja pendaftaran dan tempat pengaduan

vaitu tempat pelayanan bagi penerima layanan/warga yang merasa tidak puas atas
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pelayanan yang diberikan oleh petugas PATEN, dapat menyampaikan pengaduan,
baik secara lisan maupun tertulis.

Sedangkan sarana penujang PATEN vyang lain sepeti loket/tempat
pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pengolahan data dan informasi,
tempat finalisasi proses, ruang tunggu, tempat penyerahan dokumen, tempat
pembayaran telah tersedia walaupun masih belum tertata dengan baik.

Begitu juga halnyadengan prasarana yang ada, kondisi prasarana PATEN
berupa gedung kantor Kecamatan Bintang sangat memprihatinkan. Kondisi ini
sangat mempengaruhi kinerja pegawal kecamatan  bahkan mengurangi
kewibawaan kantor kecamatan .sebagai lembaga pemerintahan. Permasalahan ini
menjadi pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan terkait sarana dan prasana
yang ada, Digamping itu Camat Bintang juga belum menerbitkan secara tertulis
melalui Keputisan Camat terkait pelaksana teknis PATEN di Kecamatan Bintang.
Pelaksana teknis PATEN yang sedang berjalan saat ini inenjalankan tugas
berdasarkan perintah langsung darn camat.
3).Konsistensi

Jika implementasi inginyberlangsung efektif maka penntah pelaksanaan
harus konsisten dan jelas, “sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang
multitafsir bagi para .pellaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pthak
terkait, Dalam penyelenggaraan kebijakan PATEN sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, sudah cukup jelas mengatur tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan yang
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memiliki twyuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini seharusnya bentuk konsistensi Pemerintah Kecamatan
Bintang dalam menyelenggarakan PATEN adalah dengan menjalankan Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh, namun dalam prakteknya
peningkatan kualitas pelayanan PATEN di Kecamatan Bintang ini terutama
berdasarkan komponen standar pelayanan PATEN dan azas-azas PATEN masih
perlu peningkatan, walaupun pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan penehti, yang menjadi perhatian dan perlu
dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Bintang dalam merespon Peraturan
Bupati Aceh'Tengah Nomor 88 Tahun 2017 adalah dengan melakukan sostalisasi
kepada masyarakat secara berkesmambungan, kemapa demikian?,  karena
masyarakatlah yang inenjadi objek utama penerima kebijakan. Jika kebijakan
tidak diketahui ‘dancdipaham masyarakat _maka ‘sudah tentu kebijakan ini
mengalami kegagalan.

Keberhasilan suatu kebijakan® dapat tercapai jika kebijakan yang telah
ditetapkan dalam keputusan “dilaksanakan dengan konsisten dan mempunyai
kejelasan, sehingga dapat dipahami oleh semua elemen yang terlibat didalamnya
yaitu pembuat kebijakan (pemerintah kabupaten), pelaksana kebijakan

(pemerintah kecamatan) dan penerima kebijakan (masyarakat).
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b. Sumber Daya

Sebuah kebijakan atau keputusan yang telah dikomunikasikan dengan jelas
dan konsisten, tidak menjamin kebijakan tersebut akan berjalan secara efektif jika
tidak didukung oleh sumber daya yang tersedia. Sumberdaya menjadi faktor
penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif, yang dapat berwujud
sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, informasi, fasilitas, dan
sumberdaya finansial.

Sebapai salah satu kecamatan yang mengimplementasikan PATEN di
Kabupaten /Aceh Tengah, tentunya harus memiliki sumber daya untuk
mengimplementastkan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pe¢layanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sumberdaya tersebut dapat
digunakan Tuntuk mendukung keberhasilan dalam  penyclenggaraan kebijakan
PATEN baik dalam proses pemenuhan syarat — syarat serta dalam
penyelenggaraan pelayanan PATEN itu sendin.
1).Sumber Daya Manusia (staf)

Sumberdaya yang paling esensialidalam mengimplementasikan sebuah
kebijakan adalah sumber daya manusia:Dalam hal ini manusia dimaksud adalah
sekelompok orang yang berkumpul dalam suatu organisasi dan menjalankan tugas
dan fungsinya sesuai dengan struktur dalam suatu organisasi, salah satunya
tingkatan struktur organisasi yang paling bawah adalah staf. Edward III
mengatakan staf merupakan sumberdaya yang penting dalam melaksanakan
kebijakan. Ada satu hal yang barus diingat adalah bahwa jumlah staf ndak sclalu

mempunyai efek positif bagi iinplementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa
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jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong suatu implementasi
kebijakan dikatakan berhasil, namun disisi lain kekurangan juga akan
menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang
efeknf, Rendahnya kualitas pelayanan birokrasi penyebaboya bukan hanya
terletak pada kurangnya jumlah staf yang menangani pelayanan publik, tetapi
juga pada kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi
dalam melaksanakan pelayanan publik.

Staf bukan hanya dar sisi jumlah yang cukup tetapi juga dengan
keterampilan yang tepat untuk melakukan tugasnya. Fenomena yang sering tetjadi
dalam implementasi kebijakan yang tidak efektif salah satunya disebabkan oleh
karena staf yang tidak mencukupi dan tidak memliki kompetensi dibidangnya.
Namun, sering kalijumlah staf yang cukup pun tidak menjad: jaminan sebuah
kebijakan akan berjalan dengan efektif jika para staf atau aparat tidak kompeten.

Dalam upaya penerapan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang ‘pelayanan PATEN, Pemerintah.Kecamatan Bintang sebagai
penyelenggara PATEN memuliki pegawal sebanyak 19 (Sembilan belas) orang.
Menurut pengamatan peneliti jumlah tersebut fidak mencukupi-dalam pelaksanaan
setiap mgas pokok dan fungsitkecamatansdalam memberikan pelayanan PATEN
kepada masyarakat serta dalam melaksanakan tugas - tugas lamnya yang
dilimpahkan ke kecamatan. Rincian Apartur Pemerintah Kecamatan Bintang
yaitu ; 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat dan 5 {lima) orang
Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 10 (sepuluh) orang staf dan

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.9 dibawah mi.



Tabel 4.9
Naima Pegawai Kantor Camat Bintang Berdasarkan Kualifikasi Jabatan,

Pendidikan dan Pangkat/Golongan
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No. | Nama Tanggal Jabatan Pendidikan | Pangkat/Golongan
Lahir
1 Bihari 21-06-1960 | Camat DIII Pembina, IV/b
Muslim
2 | Nardi 20-04-2965 | Sekcam SMA Pembina, IV/a
3 Syeh Bener | 01-07-2965 | Kasi PMK | SMA Penata Tk.I, I1l/d
4 Arman 31-12-1963 | Kasi Kesra SMA Penata, [l/c
5 | Paryono 21-06-2964mKasi Trantib | SMA Penata Tk. I, I1l/d
6 | Jamaluddin | 28<06-1971 | Kasi SMA Penata Tk. I, I1/d
Pemenntahan
7 Darwin Ilyas | 06-12-1978 | Kasi S1 Penata, I1l/c
Infokom dan
Penizinan
8 Suhamman 09-10-1972 | Kasubbag S1 Penata Muda Tk.1,
Perencanaan Ul
dan
Rewangan | =
9 | Salawatt 06-07-1964 | Kasubbag SMA Penata Tk.I, 11I/d
Umum dan
Kepegawaian
10 | Yunita 19-06-1982 | Staf St Penata Tk.I Muda,
Fatma Yoga] III/b
S.81
11 | Riswan 10-06-1987 | Staf S1 Penata Muda,I1I/b
Koyani, SIP
12 | Hajadin 10<03-1979, | Staf $1 Penata Muda,lIl/a
Saputra
13 | Aliman 08-08-1970 | Staf SMA Pengatur Muda, 11
Tk. 1, 1I/b
14 | Khalidin 23-03=1978"| Staf SMA Pengatur , Il/c
15 | Ramli. M 10-11-1969%] Staf SMA Pengatur Muda, 11
Tk. 1, II/b
16 | Alimansyah | (08-08-1970 | Staf SMA Pengatur Muda, I
Tk. L, II/b
17 | Hamzah 10-12-1976 | Staf SMA Pengatur Muda, II
Tk. I, II/b
18 | Karimisyah |21-08-1966 | Staf SMA Pengatur, 1l/c
19 | Syahri 17-08-1983 | Staf SMA Pengatur, II/c
Amarsyah

o
Sumber :Bagian Umuin dan Kepegawaian Kecamatan Bintang: 2018
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Dari data tabel diatas jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bintang
masih kurang dan tidak ideal, seharusnya setiap Kepala Seksi miniinal memiliki 2
(dua) orang staf bahkan untuk Bagian Umum dan Kepegawaian minimal
berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah pegawai yang ada saat ini menjadi kesulitan
bagi peugambil kebijakan membagi tugas dalam melaksanakan PATEN.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan bahwa
bukan hanya jumlah pegawai negeri sipil saja.yang menjadi hambatan, namun
faktor keahlian dan kompetensi setiap ASN juga menjad: hambatan dalam setiap
pelaksanaan tugas — tugas di kecamatan. Peneliti mengamati bahwa masth banyak
ASN yang tidak produktif, hal ini erat Kaifannya dengan tingkat pendidikan yang
dimiliki seperti penjelasan dalam tabel 4.7 pada subbab diatas, dari jumlah ASN
sebanyak 19 (sembilan belas) orang, 13 (tiga belas) orang memiliki tingkat
pendidikan SMA, § (lima) orang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Sratal (S1)
dan 1 (satu) orang tamatan DIII.

Menurut pendapat penulis, rendahnya tingkat-kualifikas: pendidikan yang
dimiliki oleh pepawal Pemenntah Kecamatan Bintang serta rendahnya motivasi
pegawai’ dalam menyelenggarakan' PATEN menjadi fakter .penyebab yang
mempengaruhi penyelenggaraan PATEN-di Kecamatan Bintang tidak wmaksimal,
Disamping itu hampir semuanya ASN yang saat ini bertugas di Kecamatan
Bintang merupakan penduduk lokal dan tidak pemah dipindahtugaskan sehingga
pengalaman kerja dan kompetensi dini tidak terasah dengan baik pada akhirnya
tidak memiliki motivasi dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan

publik kepada masyarakat.
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2).Sumber Daya finansial (Anggaran)

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, faktor yang berpengaruh dalam
kelancaran pelaksanaan kebijakan yaitu anggaran. Sebab, tanpa adanya dukungan
anggaran yang memadai, sebuah kebijakan niscaya tidak akan terlaksana dengan
efektif. Dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang PATEN, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah mengalokasikan Angparan Pendapatan dan
Belanja Kabupaten melalui pogram kegiatan PATEN Pemerintah Kecamatan.

Sejak Tahun Anggaran 2015 sampai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten
Aceb Tengah melalui Pemerintah Kecamatan telah mengalokasikan anggaran
dana yang bersunber dari APBK Aceh Tengah melalui program kegiatan
PATEN. Jumlah Anpgaran kegiatan | PATEN yang ditelah dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten melalni Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan
Bintang dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel4710

AlokasuAnggaran PATEN Kecamatan Bintang sejak Tahun Anggaran
2015,s/d Tahun Anggaran 2018

No. | TahumAsggaran Jumlah Anggaran S;;lber Dana

1 2015 Rp..#%.000.000,- APBK Aceh Tengah
2 2016 Rp. 50.000.000,- APBK Aceh Tengah
3 2017__ _Rp60000000- _ _____A}BKAce;;ng;h_
4 2018 Rp. 20.000.000,- APBK Aceh Tengah

Sumber : Bagian Keuangan dan Perencanaan Kantor Camat Bintang (2018).
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Penjelasan dalam tabel 4.8 diatas pada Tahun Anggaran 2015 jumlah
anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan PATEN melalui Program
Pelayanan Perizinan Publik Pemerintahan Kegiatan Pelayanan Perizinan Publik
Pemerintah Kecamatan sebesar Rp. 71.000.000 (tuyjuh puluh satu juta rupiah).
Rincian penggunaan anggaran belanja pegawai berupa honorarium lebih besar
dibandingkan belanja barang dan jasa.

Tahun Anggaran 2016 melalmi Program Pelayanan Perizinan Publik
Pemerintahan Kgegiatan Pelayanan Perizinan Publik. Pemerintah Kecamatan
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rincian penggunaan anggaran
belanja pegawal jumlah nilai dananya hampir sama dengan belanja barang dan
jasa.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2017 'melaluiProgram Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan
Pelayanan Adnimistrasi Terpadu Kecamatan (P3ATP) sebesar Rp. 60.000.000,-
{enam puluh juta rupiah). Rincian penggunaan. dananya hampir sama dengan
tahun anggaran 2018 yaitu adanya perimbapgan antara belanja pegawai dengan
belanja barang dan jasa.

Selanjutnya Tahun Anggaran 2018 fnelalui program. Penataan Administrasi
Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan sebesar Rp. 20.000.000,-. (dua puluh juta rupiah), Rincian
penggunaan dara lebih dominan kepada belanja barang dan jasa.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA) PATEN Kecamatan Bintang masth belum terencana dengan
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baik, hal ini terlihat dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah
ditetapkan dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018,
Beberapa kebutuhan PATEN yang scharusnya dianggarkan tidak tersedia seperti
pengadaan komputer dan mobiler yang seharusnya menjadi skala prioritas. Tentu
saja hal im, mengakibatkan penggunaan angparan menjadi tidak efektif dan
efisien. Namun disatu sisi, melihat kebutuhan pelaksanaan PATEN semakin
meningkat tidak diimbangt dengan jumlah amgpgaran yang memadai bahkan
sebaliknya alokasianggaran kegiatan PATEN semakin kecil.

c. Disposisi

Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik jika para implementomya
memiliki sikap yang baik seperti apa yang ditnginkan oleh peinbuat kebijakan.
Disposisi merupakan suatu perilaku vang ditunjukkan oleh impleinentor dari suatu
kegiatan implementasi kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sikap
demokratis.

Komitemen mempakan aspek pemting yangsseringkali menjadi tantangan
dalam menerapkan kebijakan PATEN im, sebelum PATEN di Kecamatan Bintang
dilaksanakan, pelayanan perizinan dan non penzinan ini seringkali dikonotasikan
sebagal “lahan basak” oleh beberapa pihak. Setelah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN diterbitkan, otomatis tidak ada lagi
celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum - oknum tertentu karena segala
persyaratan dan pembiayaan dapat diketahui oleh masyarakat dengan jelas dan

(ransparan.
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Faktor disposisi atau sikap merupakan salah satu aspek penting dalam
melaksanakan suatu kebijakan, karena apabila seluruh Stakeholder memiliki sikap
dan komitmen yang baik dalam melaksanakan kebijakan PATEN maka,
penyelenggaraan PATEN akan berjalan dengan baik. Salah satu komitmen yang
menjadi parameter baiknya pelayanan PATEN adalah dengan menerapkan asas-
asas PATEN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Berikut hﬁsil pengamatan penulis terhadap asas-asas pelayanan
publik yang diterapkan dalam penyelenggaraan PATEN di Kecanatan Bintang -
1). Kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelaksana
PATEN tidak boleh inengutamakan kepentingan pribad: atau golongan,

Dalam komponen imi, pelayanan PATEN yang dilakukan oleh petugas
PATEN Kecamatan Bintang telah scsuai dengan aturan, dimana pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan dalam artian semua
dianggap sama, tidak mengutamakan kepentingan pribadi seperti keluarga atau
kerabat dekat dan petugas pelayanan PATEN, iokoh masyarakat maupun pejabat
pemerintah_sekalipun. Secara_bubungan-emosional mayoritas inasyarakat di
Kecamatan Bintang masih memiliki kekerabatan dan pertalian keluarga yang kuat
batk antara penerima pelayanan maupun pembern pelayanan. Interaksi bahasa
yang digunakan banyak menggunakan bahasa daerah dan panggilan lazimnya
sebuah keluarga. Hal ini menciptakan komunikasi dua arah yang tidak lagi

bersifat formalitas dan kaku sehingga suasana kekeluargaan terlihat lebih kental.
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2). Kepasnan hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban
antara penerima pelayanan (warga masyarakat} dan pemberi pelayanan
(kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN.

Kepastian hukum disini adalah, bahwa setiap warga masyarakat berhak
untuk menerima hasi} dari pelayanan PATEN sesuai dengan peraturan yang telah
ditentukan dan berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi yang
dibutubkan untuk mendapatkan dokumen yang diinginkan. Dalam hal ini,
berdasarkan pengamatan peneliti, secara umum kepastian hukum antara hak dan
kewajiban t¢lah berjalan dengan baik walaupun terkadang masih ada masyarakat
yang belum memenuhi kewajibannya seperti kurangnya persyaratan yang harus
dilengkapi pada saat pengurusan dokwnen walapun pada akhrinya dilengkapi
kembali dan kendala-kendala seperti ini masih dalam rasio batas kewajaran dan
dapat diselesaikan dengan baik.

3). Kesamaan berarti pembenan .pelayanan dalam PATEN tidak memnbedakan
suku, ras, agama, golengan, gender dan status ekonomi.

Pelayanan PATENdi Kecamatan Bintang tidak membedakan-bedakan suku,
ras, agama, golongan maupun status ekonomi. Masyarakat Kecamatan Bintang
80% penduduknya suku aslisyakni Sukw Gayo, 20% merupakan suku pendatang
seperti Suku Aceh, Jawa, Batak dan Melayu. Dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, semua suku dipandang sama ketika mendapatkan pelayanan PATEN.
Terlebih lagi 100% warga masyarakat Kecamatan Bintang beragama Islam dan
rata-rata bekerja sebagai petani/pekebun yang lainnya berprofesi sebagai

wiraswasta dan pegawai negeri. Dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan
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Bintang, peneliti mengamati bahwa komitmen asas kesamaan ini terwujud baik,

tidak ada masyarakat yang merasa dianaktinkan atas dibeda-bedakan karena

suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi ketika berurusan untuk

mendapatkan pelayanan PATEN.

5). Keprofesionalan berarti sctiap pelaksana PATEN harus memiliki kompetensi
yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Kualitas pelayanan-PATEN akan berhas: tercapai jika pelaksana PATEN
professional dalam‘bekerja. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap komponen
asas keprofesionalan im masih perfu pembenahan. Sikap profesional pelaksana
PATEN terutama kemampuannya dalam memahami bidang tugasnya masih
rendah. hal imi bukan kesalahan mutlak dan pelaksana PATEN itu sendiri tetapi
memang mereka tidak dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis
terkait pelaksanaan PATEN. Para pelaksana PATEN ini hanya menerima perintah
dan arahan dari atasan.

6). Partisipatif # “berasti__ pemingkatan = peran...serta’ masyarakat dalam
penyelenggaraan PATEN dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Berdasarkan pengamatan-peneliti, peran masyarakat dalam penyelenggaraan
PATEN di Kecamatan Bintang dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat belum maksimal. Hal ini disebabkan karena Peraturan Bupati
Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan PATEN sama sekali belum
disosiatisasikan kepada masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui pada saat

ketika berurusan langsung ke Kantor Camat Bmtang sedangkan secara umum
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masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan yang tertera dalam Peraturan
Bupati tersebut. Persoalan ini harus segera disclesaikan karena salah satu faktor
kegagalan suatu kebijakan apabila antara pembuat kebijakan dan penerima
kebijakan tidak saling memahami dengan hasil dan kebijakan yang telah
diputuskan.

7). Persamaan perlakuan atau diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan
PATEN, setiap warga masyarakat berhak mempeioleh pelayanan yang adil.

Terhadap asas persamaan perlakuan dalam penyelenggaraan PATEN dari
pengamatan peneliti dilapangan sejauh ini masih baik, artinya belum ada indikasi
perlakuan disknminatif seperti mendahufukan pelayanan kepada seorang pejabat
atau masyarakat yang dianggap “berpengaruh”, mengulur-ulur waktu atau
memperlambat proses pengurusan dokumen: Semua proses pelayanan PATEN
terkait persamaan perlakuan berjalan baik dan belum ada keluhan dari masyarakat
peneri layanan PATEN di Kecamatan Bintang.

8). Keterbukaan “beraiti_sctiap  penenma pelayanan 'dapat dengan mudah
mengakses dan memperéleh formas: tentang PATEN.

Undang-Undang Nomorwi4 Tahun<2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperéleh informasi dan sctiap
badan publik berkewajiban menyampaikan mformasi kepada masyarakat.
berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tersebut terkait dengan
penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang, pihak kecamatan belum
sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan ini. Dari pengamatan peneliti,

masyarakat tidak dapat mengakses dan memperoleh informasi PATEN dengan
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mudah karena tidak terdapat papan informasi dan media informasi lainnya seperti

brosur yang berisi tentang standar pelayanan PATEN yang diberikan, belum ada

sosiahasi terkait standar pelayanan PATEN yang ada di Kecamatan Bintang,

9). Akuntabilitas berarli proses penyelenggaraan PATEN harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan PATEN tentunya harus didukung dengan pendanaan yang
memadai. Dalam hal ini Pemenntah Kecamatan telah menganggarkan setiap
tahunnya biaya untuk mendukung pelaksanaan PATEN. Berdasarkan pengamatan
penehitisejak tahun 2015 s/d 2018, Pemenntah Kabupaten Acch Tengah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) telah mengalokasikan
biaya pendukung pelaksanaan PATEN. Secara administrasi keuangan dapat
pertanggun gjawaban namun dalem penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran
(DPA) belum terencana dengan baik dan tidak tepat sasaran.

10). Fasilitasi dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berarti ada pemnberian
kemudahan“terhadap kelompok 'rentan_sehingga - tercipta keadilan dalam
pelayanan.

Fasilitasi dan perlakuan khusus sbag! kelompok remtan dalam pelayanan
PATEN di Kecamatan Bmtang berdasarkan pengamatan penelitt sama sekali
belum ditemukan. Pemahaman peneliti dalam hal i terkait kelompok rentan
adalah mendahulukan pelayanan kepada disabilitas dan yatim piatu, namun
dalam proses pelayanan PATEN di Kecamatan Bintang semua warga yang

berurusan memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika memperoleh pelayanan.
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11). Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola
tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN,

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti pada subbab
sebelumnya bahwa dalam penyelesaian dokumen melalui PATEN terdapat dua
kategori pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan, Dari kedua
komponen tersebut proses pengurusan dokumen layanan perizinan diselesaikan
tepat waktu sedangkan unfuk pon penzinan khuosusnya penerbitan Surat
Keputusan Camat Tenang Pemberhetian/Pengangkatan Aparatur Kampung dalam
proses peugurusan dokumennya belum tepat waktu.

12). Kecepatan, keinudahan, dan keterjangkauan Derarti sefiap jenis pelayanan
dalam PATEN dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau oleh warga
masyarakat penerima pelayanan.

Dari beberapa jenis pelayanan PATEN yang ada di Kecamatan Bintang dari
hasil pengamatan penulis, ada beberapa jenis pelayanan yang dilakukan dengan
cepat seperti penerbitan surat rekomendast Surat lzineTempat Usaha (SITU), [zin
Gangguan (HO) dan surat-surat rekomendasi Jainnya. Hal ini disebabkan karena
pada saat proses pengurusam: surat rekomendasi ini dimudahkan dengan
persyaratan yang tidak terlaltrbanyak danproses penandatangannya tidak harus
oleh Camat, jika camat tidak berada ditempat maka dapat ditandatangai oleh
Sekretaris Camat atau Kasi' yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti,
Pemerintah Kecamatan Bintang secara umum telah memiliki komitmen yang baik

dalam menerapkan pelayanan PATEN. Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara
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dalam subbab sebelumnya yang dilakukan peneliti terhadap penenma layanan
perizinan dan non perizinan PATEN. Dari 12 (dua belas) komponen azas-azas
pelayanan publik. Kekurangan-kekurangan terhadap komitmen yang ada saat ini
akan menjadi bahan e¢valuasi bagi Pemerintah Kecamatan Bintang dalam
meningkatkan kembali kualitas pelayanan PATEN sehingga harapan dan tujuan
yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat tercapai dan implementasi
kebijakan PATEN berhasildilaksanakan.

d. Struktur Birokrasi

Salah sam faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan
sebuah kebijakan adalah struktur birokrasi. Meskipuni para implementor
mengetahui apa yang harus dikerjakan, memiliki kompetensi dan sumberdaya
yang memadai, namun jika mereka masih dicegah oleh struktur birokrasi dimana
mercka melayani, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut
tidak akan berjalan dengan efektif.

Aspek stniktur-birckrast ni mencakup dua hal-penting yaitu mekamisme dan
struktur birokrasi organisasiMekanisme implementasi program biasanya sudah
ditetapkan-melalui StandardwQperational Procedur (SOP). SOP yang baik
mencantumkan kerangka Kefja. yang jelas, sistematis, dan tidak berbelit serta
mudah dipahami oleh siapapun karena menjadi acuan dalam bekerjanya
implementasi.

Berkaitan dengan Mekanisme implementasi  yangditetapkan melalui
Standard Operational Procedur (SOP), Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan

Bintang masih belum maaksimal. Berdasarkan hasil wawancara peneilti yang



dilakukan sebelumnya dengan petugas loket pelayanan PATEN Kecamatan
Bintang, ada beberapa pelayanan non perizinan dalam pengurusannya tidak
melalui loket pelayanan inelainkan langsung ditangani oleh kasi yang
bersangkutan. Indikasi ini menunjukan bahwa ada beberapa pegawai yang tidak
memahami Standard Operational Procedur (SOP) PATEN secara baik dan benar,
inl menyebabkan proses pelaksanaan pelayanan PATEN tidak berjalan maksimal
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2010,

Aspek selanjulnya yaitu struktur birokrasi orgamisasisiruktur birokrasi
organisasi sebaikmya inenghindarn hal yang berbelif, panjang dan kompleks.
Struktur birgkrasi organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbuikan red /ape; yakni prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks, yang pada gilirannya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi
tidak fleksibel.

Sehubungan=dengan hal tersebut diatas, .struktur birokrasi organisasi
Pemenntah Kecamatan Bwtang belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil
pengamatan.peneliti, tugas pokok dan’ fungsi belun sesuai- dengan Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan Bintang Camat, masih terjadi twnpah tindih pekerjaan,
pembagian tugﬁs yang dilimpalikan kepada staf tidak berjalan maksimai karena
tidak diberikan arahan dan bnnbingan. Schingga staf terkesan malas dan

kebingungan.
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Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pelaksanaan PATEN di
Kecanatan Bintang terkait struktur birokrasi organisasi. camat tidak menetapkan
pelaksana teknis PATEN melalui Surat Keputusan Camat yang memuat tugas dan
fungsi petugas informasi, petugas loket/penerima berkas, petugas operator
komputer, petugas pemegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan. Pegawai
yang bertugas di bagian pelayanan hanya berdasarkan penunjukan lisan tanpa ada
pembagian tugas yang jelas.sehingga terjadi tumpah tindih pekerjaan, sebagai
contoh petugas loket/penenima berka juga bertindak scbagai operator computer
dan sebaliknya.

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan PATEN akan berjalan dengan
baik jika dalam pelaksanaanya sesuai dengan Standard Operational Procedur
(SOP) PATEN dan pembagtan tugas yang jelas dan terarah. Disinilah peran camat
sangat menentukan sebagal pejabat vang diberkan tugas unik mengkoordinasi
dan mnengawasi pelaksanaan roda pemernntahan di kecamatan.
¢. Kepemimpinan

Selain_empat faktor yang| mempengamhi implementasi kebjjakan seperti
yang dikemukakan oleh George Edward M terhadap pelaksanaan PATEN di
Kecamatan Bintang, terdapat. faktor lain yang juga sangat berpengaruh dan
menjadi penyebab terhambatnya perkembangan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang yakni peran scorang camat sebagai
pimpinan organisasi kecamatan. Camat merupakan perpanjangan tangan
pemerintah kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi nengkoordinasi,

mengawasi, membina dan mengevaluasi perkembangan kecamatan yang meliputi
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Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kasi
Pemenntahan Saudara Jamaluddin pada tanggal 26 Juli 2018, dalam wawancara

ini beliau mengatakan bahwa :

“ Satu hal yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas-tugas kaini selama
int adalah kurangnya jumlah pegawai yang membantu kami, saya sendin selaku
Kasi Pemenntahan hanya memiliki satu orang staf, padahal yang saya butuhkan
minimal dua orang, terkadang saya sendiri yang turun tangan untuk
mengerjakannya, seperti mengetik konsedran surat keputusan camat tentang
pemberhentian/pengangkatan . .aparatur._kampung. Ini terjadi jika staf saya
berhalangan hadir atau staf saya mengerjakan pekerjaan lain yang saya
perintahkan”.

Persoalan  kekurangan pegawai ini tidak hanya terjadi terhadap Kasi
Pemerintahan tetpai juga hal yang sama dialami oleh Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Kantor Camat Bintang, dalam wawancara peneliti dengan Saudar

Salawati selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Bintang pada

tanggal 13 Juli 2018 menyatakan bahwa :

“ Hampir semua seksi kekurangan pegawai, terlebih di sub bagian saya yang
merupakan dapur pemerintahan. Saya hanya memiliki dua orang staf yang
merangkap sebagai petugas loket. Terutama sekali petugas loket, saat ini yang
aktif sebagai petugaslokei hanya satu orang,sedangkan yang satu lagi membantu

jika volume pekerjaan pelayanan PATEN cukup tinggt Akibat dan kekurangan
pegawai inkinembuat saya sulit membagi tgas kepada staf’,

¢. Sumber Daya Finansial (Anggaran).

Dalam meningkatkan penvelenggaran PATEN di Kecamatan Bintang, sejak
Tahun 2015 s/d dengan Tahun 2018, Pemenintah Kecamatan Bintang  setiap
tahunnya melakukan penganggaran, ini dilakukan agar ﬁelaksanaan PATEN di
Kecamatan Bintang dapat berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut sesuai
dengan yang disampaikan oleh Bapak NARDI (Sekretaris Camat Bintang) pada

tanggal 30 April 2018 di Kantor Camat Bintang :
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“Sebagai bentuk keseriusan kami selaku penyelenggaran PATEN di
Kecamatan Bintang, kami setiap tahunnya selalu menganggarkan PATEN
dalam bentuk kegiatan namun karena keterbatasan anggaran, porsi alokasi
anggaran untuk kegiatan PATEN kurang memadai, sehingga banyak
kebutuhan-kebutuhan PATEN yang menurut kami penting tidak
terakomodir™.

Pada dasarnya Pemerintah Kecamatan Bintang telah berupaya untuk
melaksanakan PATEN dengan keterbatasan anggaran yang ada namun hanya
sebatas upaya tetapi tidak terlihat keseriusan dalam penanganan persoalan yang
dihadapi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dialokasikan untuk
Kecamatan sebenammya dapat diperuntukan penggunaannya untuk kefancaran
pelaksanaan PATEN dengan menyusun perencanaan yang baik dan melihat
kebutuhan-kebutuhan yang menjadi proritas dalam mengimplementasikan
PATEN di Kecamatan Bintang.

f. Azas-Azas Penyelenggaran PATEN,

Untuk mengetahut implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Bintang
berdasarkan asas-asas penyclengparan PATEN, peneliti - inclakukan wawancara
dengan warga penerima layanan perizinansdan non perizinan. Berdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan Saudara Tarlian, Sekretaris Desa {(Banta) pada tanggal
7 Juhi 2018 (warga vang menerimg layanan penizinan) mengatakan bahwa ;

(33

Saya datang ke kantor kecamatan untuk mengurus rekomendasi
pindah/datang masyarakat saya. Saya masukan berkas ke loket pelayanan
dengan kelengkapan syarat yang diperlukan seperti KK, KTP, Formulir
F1.08, Formulir F1.01, persyaratan tersebut saya percleh informasinya dari
Kaur Pemerintahan kampung, oleh petugasnya saya disuruh menunggu,
tidak sampai satu jam, berkas yang saya sudah selesai diproses, waktu saya
tanya berapa biayanya administrasiuya?, petugas loket menjawab ; tidak
dikenakan biaya pak”.
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Dan pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Tarlian selaku penerima
Jasa layanan perizinan, pelaksanaan PATEN di Kecamatan Bintang terkait dengan
asas ketepatan waktu telah berjalan dengan baik terutama dalam layanan perizinan
penerbitan rekomendasi. Di hani yang sama peneliti juga melakukan wawancara
terkait asas-asas penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang, peneliti
mewawancan Saudara Tarlian selaku Sekretaris Desa (Banta)
“ Pelayanan PATEN di Kecamatan Bintacg ini sudah cukup bagus, tidak
ada diskriminasi atau yang diistimewakan semuanya saya lihat tidak ada
perbedaan. Hanya saja ketepatan waktu dalam penerbitan Surat Keputusan
saja yang kadang-kadang terlambat, alasannya karena pak camat tidak
berada di tempat atau keluar daerah. Karena Surat Keputusan Pengangkatan
dan Pemberhentian perangkat kampung seperti yang sedang saya urus
sekarang yattu Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala
Urusan harus ditandatangi oleh Camat, mungkin hanya disitu saja
kekurangannya, untuk biaya penerbitan SK tidak pernah dipungut oleh
piliak kecamatan, barangkali takut punghi. hehe (katanya bercanda).
Sedangkan dan pernmyataan Saudara Tarlian, dalam penerbitan dokumen
pelayanan PATEN non perizinan tidak sesuai dengan asas-asas pelayanan publik
yaitu ketepatan waktu:-Dan wawancara tersebug diatas dapat disimpulkan bahwa
dari 12 (dua belas) Azas-Azas Penyelenggaraan PATEN, Azas Ketepatan waktu
dalam penerbitan dokumen non perizinan perlu menjadi perhatian Pemerintah
Kecamatan Bintang dalam “menyelenggarakan PATEN. Dan berdasarkan
pengamatan peneliti azas keterbukaan juga menjadi perhatian Pemerintah
Kecamatan Bintang dalam penyelenggaran PATEN. Keterbukaan maksudnya
adalah adanya kejelasan informasi persyaratan yang harus dipenuhi warga ketika

akan mengurus dokumen sedangkan azas ketepatan waktu adalah lamanya waktu

penerbitan produk pelayanan terutama pelayanan non perizinan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang
diteliti vaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan
Bintang { Studi [mplementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor
88 Tahun 20J7 Tentang Standar Pclayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kahupaten Aceh Tengah), sebagai benkut :

1. Faktor-Faktor Penyebab Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN)di Kecamatan Biftang;

Mengacu pada pendapat George Edward il tentang faktor — faktor yang
mempengaruhi implementast kebijakan, maka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)di Kecamatan Bintang meinbuktikan bahwa :

a. Komunikast
1). Transmisi,

Pemerintah Kecamatanw, Bintang.~belum maksimal menyelenggarakan
PATEN dikarenakan Peratuﬁm Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2013
ten.tang Standar Pelayanan PATEN belum mampu dipahami pegawai dan belum

. disosialisasikan kepada masyarakat.
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2).Kejelasan,
a). Persyaratan Substantif PATEN di Kecamatan Bintang,

Kecamatan Bintang telah memenuhi persyaratan utama PATEN vaitu
Persyaratan Substantif dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tengah
Nomor 141/764/TAPEM/2015 Tentang Pehimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Aceh Tengah Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat 4
(empat) urusan pemerintahan yang didelegasikankepada camat dan beberapa jenis
pelayanan yang dilimpahkan kepada camat. berkaitan dengan pelaksanaan
Pelayanan Adrinistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdiri dan 3 (tiga) jenis
perizinan dan 10 (sepuluh) jenis non perizinan.

b). Persyaratan Administratif PATEN di Kecamatan Bintang

Persyaratan adminisitratif dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Aceh
Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan di Kabupaten Aceh yanp memuat empat komponen standar pelayanan
yaitu ; persyaratan pelayanan telah tersedia, prosedur pelayanan penerbitan
dokumen non perzinan berupa Surat Keputusan Camat . Bintang tentang
pemberhentian/pengangkatan  aparatur | pémenntzhan kampung. belum sesuai
dengan Standar Operasional “Prosedur” (SOP), waktu pelaksanaan untuk
pengurusan Surat zin Gangguan (HO) dan Penerbitan Surat Izin Usaha (S1TU)
dalam proses penerbitan dokumennya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
dalam standar pelayanan, biaya pelayanan PATEN Kecamatan Bintang sudah
cukup baik telabh sesuai dengan asas-asas pelayanan publik dan sesuai dengan

standar pelayanan yang dibenarkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah,
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c¢). Persyaratan Teknis PATEN d: Kecamatan Bintang

Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bintang belum maksimal dalam
memenuhi persyaratan teknis PATEN yaitu dari 9 (sembilan) komponen sarana
PATEN di Kecamatan Bintang, terdapat 2 (dua) komponen sarana yang belum
tersedia yaitu tempat piket dan tempat peengaduan. Selain 1tu Camat Bintang juga
belum inenerbitkan secara tertulis melalui Keputusan Camat terkait pelaksana
teknis PATEN di Kecamatan Bintang..

3). Konsistensi,

Pemerintah Kecamatan Bintang dalam menyelenggarakan PATEN adalah
dengan menjalankan Peraturan Bupati Acek Tengah Nomor 88 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh,
namun dalam prakteknya peningkatan kualitas pelayanan PATEN di Kecamatan
Bintang ini terutama berdasarkan komponen standar pelayanan PATEN dan Azas-
Azas PATEN belum sepenuhnya maksimal.

b. Sumber Daya
1). Sumber Daya Manusia {staf)

Pemerintah Kecamatan Bmtang sebapar penyelenggara PATEN memiliki
pegawai sebanyak 19 (Sembilan belas) orang. Jumlah tersebut sudah termasuk 1
(satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretans Camat dan 5 (lima) orang Kepala
Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 10 (sepuluh) orang staf.Selain
jumlah ASN yang masih kurang, faktor keahlian dan kompetensi ASNKecamatan
Bintang menjadi hamhatan dalam penyelenggaran PATEN. Hal ini erat kaitannya

dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, dari jumlah ASN sebanyak 19
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(sembilan belas) orang, 13 (tiga belas) orang memiliki tingkat pendidikan SMA, 5
(lima) orang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Sratal (S1) dan I (satu) orang
tamatan DI1L. Jabatan eselon 80% berpendidikan SMA,

2). Sumber Daya finansial { Anggaran)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan PATEN di Kecamatan Bintang
telah tersedia, namun alokasi anggaran tidak terencana dengan baik dan tidak
tepat sasaran. Disampmg itu besaran anggaran vyang dialokasikan terbatas
sehingga kebutuhan anggaran yang menjadi prioritas tidak mencukupi.
¢. Disposisi

Pemerintah Kecamatan Bintang memijiki komitmen yang baik dalam
menerapkan  pelayanan non perizinan dan penzinan. Dari 12 (dua belas)
komponen azas-azas pelayanan publik, azas partisipatif dan asas keterbukaan
dalam pelaksanaan PATEN perlu menjadi perhatian pemenntah Kecamatan
Bmtang,

3. Struktur Birokrasi

Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bmtang masih belum maksimal.
Ada beberapa pelayanan non perizinan dalam pengurusannya-tidak melalui loket
pelayanan, indikasi ini menunjukan bahwa pegawai kecamatan tidak memahami
Standard Operational Procedur (SOP) PATEN secara baik dan benar. Aspek
struktur birokrasi organisasi Pemerintah Kecamatan Bintang belum berjalan
dengan baik. Tugas pokok dan fungsi belum sesvai denpan Peraturan dan
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Kecamatan terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan
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Bintang terkait struktur birokrasi organisasi. Camat tidak menetapkan pelaksana
teknis PATEN melalui Surat Keputusan Camat yang memuat tugas dan fungsi
petugas informas:, petugas loket/penerima berkas, petugas operator komputer,
petugas pemegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan. Pegawai yang bertugas
di bagian pelayanan hanya berdasarkan penunjukan lisan tanpa ada pembagian

rugas yang jelas. sehingga terjadi tumpah tindih tugas.

2). Implementasi’ Kebijakan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kecamatan Bintang,
a. Persyaratan Substanif PATEN di Kecamatan Bintang.

Pencrapan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di'Kecamatan Bintang teiah memenuhi persyaratan Substantif dengan
terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/764/TAPEM/2015 Tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tengah Kepada Camnat dalam
Kabupaten Aceh” Tengah. Berdasarkan wawaneara dan pengamatan bahwa
pendelegasian  sebagian  Kewenangan bupati kepada camat memberikan
kemudahan bagi camat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan
batas kewenangan yang diberikan terutama dalam menerapkan Pelayanan Terpadu

Kecamatan (PATEN)

b. Persyaratan Administratif PATEN di Kecamatan Bintang.
Salah satu persyaratan administratif administratif yang harus dipenuhi oleh

kecamatan dalani menyelenggarakan PATEN adalah berupa standar pelayanan
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yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan
penilaian kualitas PATEN sebagai janji penyelenggara/pemberi layanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen standar pelayanan
memuat jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan yaitu persyaratan
untuk mendapatkan pelayanan, proses atau prosedur pelayanan, waktu pelayanan
dan biaya pelayanan. Dan hasil wawancara dan pengamatan, papan informasi,
brosur-brosur tentang persyaratan PATEN (idak tersedia, penerbitan surat
keputusan camat/tentang pemberhentian/pengangkatan aparatur kampung tidak
tepat waktu.
c¢. Persyaratan Teknis PATEN di1 Kecamatan Bintang

Persyaratan Penyelenggaran Pelayanan Admimistrast Terpadu Kecamatan
{PATEN) berikutnya adalah persyaratan tekmis yang meliputi sarana, prasarana
dan pelaksana teknis PATEN. Sarana PATEN yang harus dipenuhi berupa tempat
piket, loket/tempat pendaftaran, tempat memproses berkas, tempat pengolahan
data, tempat finalisasiproses, ruang tunggu, tempat penyerahan dokumen, tempat
pembayaran, fempat penanganan pengaduan dan fasilitas pendukung lainnya.
Berdasarkan. wawancara danpengamatan, sarana dan_prasarana serta fasilitas
pendukung PATEN di Kecamatan Bintang belum memadai dan mengalami
kekurangan.
d. Sumber Daya Manusia

* Kantor Camat Bintang sebagai penyelenggara pemerintahan khususnya
dalam penyelenggaraan PATEN seharusnya memiliki sumber daya manusia yang

memmadai, kemampuan dan keterampilan yang baik sehingga pelayanan publik
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untuk mewujudkan pemerintahan yang baik akan tercapai. Namun hal tersebut
sulit terpenuhi. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa jumlah Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan Bintang sebanyak 19 (sembilan
belas) orang yang terdin dari camat, sekretaris camat, kasi/kasubbag beserta staf.
Berdasarkan wawancara dan pengamatan, bahwa pegawai Kantor Camat Bintang
masih kurang akibatnya para kepala seksi sulit dalam melakukan pembagian
tugas.

¢. Sumber daya Finansial (Anggaran).

Dalam meningkatkan penyeleriggaran PATEN di Kecamatan Bintang, sejak
Tahun 2015 s/d_dengan Tahun 2018, Pemerintah Kecamatan Bintang  setiap
tahunnya tclah melakukan penganggaran, ini dilakukan agar pelaksanaan PATEN
di Kecamatan Bintang dapat berjalan |seperti yang diharapkan. yang dialokasikan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

f. Azas-Azas Penyelenggaran PATEN

Sebagai bagian..dari wpaya peningkatan- kualitas pelayanan publik,
khususnya_jems pelayanam.administrasiy maka PATEN menganut asas-asas
pelayanan publik sesuai dengan Undang=Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Dari 12 {dvabelas) Azas-Azas Penyelenggaraan PATEN, Azas
keterbukaan dan Azas Ketepatan waktu perlu menjadi perhatian Pemerintah

Kecamatan Bintang dalam menyelenggarakan PATEN.
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B. Saran

Berdasarkan kesunpulan yang peneliti uratkan diatas, maka dapat

direkomendasikan saran — saran sebagai berikut

1.

Pemenintah Kecamatan Bintang, disarankan untuk segera mensosialisasikan
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh kepada
masyarakat melalui para kepala desa (reje) yang berada dalam wilayah
Kecamatan Bintang. Selamn 1itu sosialisasi dapat dilakukan dengan
pemberitahuan melalui spanduk, baik leaflet, stiker dan sebagainya.
Pemerintah Kecamatan Bintang melalui camat dan atau sekretaris camat
supaya  nelakukan pembinaan dan pengawasan tugas pokok fungsi pegawai
sesuai Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2017,

Jumlah persoml PATEN yang ada di Kecamatan Bintang masih kurang.
Terutama sumber daya pegawai yang memiliki keterampilan dan kemampuan
untuk menjalankan pelaksanan PATEN, untukatu'perlu penambahan personil
pada kecamatan dimaksudkan supaya pelayanan yang diberikan mendapatkan
hasil yang maksimal. Penambahan personil PATEN yang. dilakukan oleh
Kecamatan Bintang dapat dilakukan dengan pengusulan penambahan
pegawa: Kantor Kecamatan Bintang kepada Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tengah.

Terkait sumber daya manusia pegawai yang masith belum tanggap dan
memahami PATEN dapat dibenkan pelanhan dan pendidikan yang

diprogramkan dari kegiatan PATEN dengan mengajukan menunjuk
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narasumber atau tenaga ahli terkait PATEN dari Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah.

Dilihat dari sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PATEN.
Dalam hal ini penyediaan sarana dan prasarana pendukung PATEN yang
masih kurang dapat ditampung pada APBK Kabupaten Aceh Tengah yang
dikemas datam bentuk program kegiatan terkait PATEN dengan menyusun
perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas.
Menjalin hubungan baik antara intemal pegawai kecamatan secara berjenjang
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hubungan baik antara atasan
dan bawahan sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Kecamatan (PATEN).

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah yang terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perzinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Kependudukan
dan Pencatafan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung Kabupaten Ageh Tengah, Bagyan Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah-Kabupaten Aceh"dengah. Tujuan koordinasi ini- inengarah kepada
terbentuknya persepsi dan, persamaan pandangan terhadap pelaksanaan
PATEN.

Camat Bintang perlu melakukan pengawasan terhadap perkembangan
terselenggaranya PATEN sebagai dasar untuk mengevaluasi hal-hal yang
perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan Pelayanan

Admininsitrasi Terpadu Kecamalan (PATEN) di Kecamatan Bintang.
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PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

{ Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Aceh Tengah)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas informan/nara sumber:

Nama : Bihari Muslim, BA.
Pangkat/Gol . Pembina, I'V/a
Jabatan : Camat.

B. Pertanyaan :

1. Apa saja yang melatarbelakangi kebijakan PATEN menjadi penting untuk
diimplementasikan di Kecamatan Bintang?

2. Selain Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, apakah ada peran pihak lain dalam
proses penerapan kebijakan PATEN di Kecamatan Bintang?

3. Kebijakan apa yang telah Saudara lakukan dalam menyelenggarakan PATEN di
Kecamatan Bintang?

4. Mamfaat-apa yang Saudara rasakan setclah adanya-kebijakan pelimpahan
kewenangan Bupati kepada|Camat?



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Aceh Tengah)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas informan/nara sumber.

Nama : : Nardi
Pangkat/Gol . Pembina, I'V/a

Jabatan : Sekretaris Camat.

B. Pertanyaap:

1. Mamfaatapa yang Saudara rasakan setelah adanya kebijakan pelimpahan
kewenangan Bupati kepada Camat?.

2. Bagaimana' menurut Saudara keadaan sarana dan prasarana PATEN di
Kecamatan Bintang?

3. Apa yang menjadi kendala sehingga sarana dan prasarana PATEN di
Kecamatan Bintang kurang memadai?

4. Kebijakan apa yang telah Saudara implenientasikan dalam menyelenggarakan
PATEN _di Kecamatan: Bintang? dan sudahkah terpenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang Saudara harapkan?

il



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Adminisirasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Aceh Tengah)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas mforman/nara sumber.

Nama :  Jamaluddin.
Pangkat/Gol .Penata Tk.I, ILL/d.
Jabatan . Kasi Pemerintahan.
B. Pertanyaan:

1. Persyaratan Admimstratif Penyelenggaraan PATEN salah satunya adalah
Standar Pelayanan, apakah Saudara telah menjalankan Komponen Standar
Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017?

2. Persyaratan tekms penyeleng-garaan PATEN salah satunyanya adalah
ketersediaansumber “daya, bagaimana keadaan . sumber daya manusia
(pegawai }di. Kantor Camat Bintang?

3. Apa harapan Saudara terhadap penyelenggaraan PATEN di Kecamatan
Bintang? :

il



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Aceh Tengah)

PEDOMAN WAWANCARA

A, ldentitas informan/nara sumber:

Nama :  Salawati.
Pangkat/Gol . Penata TKL, [II/d.
Jabatan . Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

B. Pertanyaan :

1. Persyaratan teknis penyeleng-garaan PATEN salah satunyanya adalah
ketersediaan Sarana dan Prasarana, bapaimana keadaan prasarana PATEN di
Kantor Camat Bintang?

2. Persyaratan tcknis penyelenggaraan PATEN salah satunyanya adalah
ketersediaan . sumber daya, bagaimang keadaan.sumber daya manusia
(pegawai)di Kantor Camat Bintang?,

3. Apa harapan=Saudan terhadap penyelenggaraans PATEN di Kecamatan
Bintang?

iv



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Aceh Tengah)

PEDOMAN WAWANCARA

A. ldentitas informan/nara sumber.

Nama . Halmahera,
Pangkat/Gol . Pengatur Muda Tk.L IL/b,
Jabatan - Staf/Petugas Loket.

B. Pertanyaan :
I. Salah satu komponen Standar pelayanan PATEN adalah persyaratan

pelayanan' yang harus dipenuhi oleh penerima pelayanan PATEN, apakah
kendala yang Saudari alami terhadap permasalahan ini?

2. Apakah seluruh dokumen yang diterbitkan melalui meja pelayanan PATEN?

3. Sebagai jpetugas loketin Apakah kendala yang. Saudar alami dalam
melaksanakan tegas tersebut?

4. Bagaimana menurut Saudari, keadaan'sarana penunjang PATEN khususnya
di ruang pelayanantempat Saudari/bertupas?



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

{ Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Aceh Tengah)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas informan/nara sumber.

Nama : Zulkarnaen.
Pekenjaan . Pimpinan Perc. Bintang Mandiri.
Alamat . Desa Gele Pulo Kecamatan Bintang

B. Pertanyaan:

1. Apakah dalam pemgurusan Dokumen yang anda perlukan, petugas mampu
menyelesaikan penerbitannya sesuai dengan komponen standar pelayanan?

2. Dalam pengurusan dokumen melalui PATEN, apakah Saudara dikenakan
biaya sesuai dengan standar pelayanan?

3. Bagaimana menurut Saudara keadaan sarana-dam prasarana PATEN di
Kecamatan Bmtang, tefitama gedung K@éntor Camat Bintang?

vi




PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Aceh Tengah)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tdentitas informan/nara sumber:

Nama :  Tarlian,
Jabatan . Banta/Sekretaris Desa.
Alamat : Desa Linung Bulen 11 Kecamatan Bintang

B. Pertanyaan:

1. Dalam pengurusan Surat Keputusan Pemberhentian/Pengangkatan Aparatur
Desa, kendala apa yang Saudara rasakan dalam pengurusan penerbitannya
melalui PATEN di Kecamatan Bintang?

2. Salah satu komponen standar pelayanan adalah tarif/biaya yang dikenazkan
dalam pengurusan. dokumen, apakah Saudara.dikenakan biaya oleh petugas
PATEN ketika mengurus penerbitan Surat Keputusan Aparatur Desa ?

3. Apzkah dalam pemgurusan penerbitan layaman perizinan surat rekomendasi
sesuaindengan standar pelayanan |[PATEN menurut Perbup Bupati Aceh
Tengah Nomor 88" Tahun 201%?

4. Bagaimana penilaian Saudara terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan
Bintang terkait dengan asas-asas pelayanan publik?

vii



PELLAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

{ Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten Aceh Tengah)
DESKRIFTIF WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN,
Nama :  Bihari Muslim, BA
Pangkat/Gol : Pembina, [V/a
Jabatan : Camat
NO PERTANYAAN JAWABAN

1 Apa saja yang melatarbelakangi | Kecamatan Bintang ini merupakan
kebijakan PATEN menjadi | salah satu kecamatan tertua di

penting untuk | Kabupaten Aceh Tengah, wilayahnya
diimplementasikan di | cukup lnas, vrutan ketiga dari empat
Kecamatan Bintang? belas kecamatan vyang ada di

Kabupaten Aceh Tengah, sebaran
penduduk tdak terpaku dalam satu
pemukiman penduduk. Kecamatan
kami-cukup yauh dari ibu kabupaten,
butuh __satu-jam  perjalanan
mengeunakan  kenderaan  untuk
sampai ke ibukota kabupaten, apalagi
masyarakat kami yang dari Desa
Serule dan sekitarnya membutuhkan
wakiu tiga jam untuk sampai ke
ibukota kabupaten. dan salah satu
cara untuk memudahkan pelayanan
kepada masyarakat kami adalah
melalui penyelenggaraan PATEN

2 | Selain Pemerintah Kabupaten | Awalnya PATEN di Kecamatan
Aceh Tengah, apakah ada peran | Bintang difasilitasi oleh LOGICAZ2,

viti



pihak lain dalam proses
penerapan kebijakan PATEN di
Kecamatan Bintang?

mercka membentuk Tim  Standar
Pelayanan Kecamatan Bintang dan
memberikan bimbingan dan
pelatihan teknis terkait standar
pelayanan publik di kecamatan
sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat

Kebijakan apa vang telah
Bapak lakukan dalamn
menyelenggarakan PATEN di
Kecamatan Bintang?

Menurut kami hal yang paling
penting sebelum PATEN itu dapat
dilaksanakan terlebih dahulu perlu
disediakan sarana  penunjangnya
terutama biaya operasional
kebutuhan PATEN. Disamping itu
juga karena kami sudah membentuk
Tim PATEN Kecamatan maka dalam
bekerja tim im kami berikan
honorum, dan salah lagi yang
inenurut  kami  sangat  penting
bagaimana supaya masyarakat tahu
tentang PATEN maka kami juga
melakukan  sosialiasasi dan ini
merupakan kebijakan-kebijakan yang
telah kami putuskan dalam rangka
mewijudkan pelaksanaan PATEN di
Kecamatan Bintang

Mamfaat apa  yang Bapak
rasakan setelah adanya
kebijakan pelimpahan
kewenangan Bupati, | kepada
camat?

Setelah diterbitkannya Keputusan
Bupati.ovAceh  Tengah  tentang
pendelegasianssebagian kewenangan
Bupati ke Kecamatan semakin
memudahkan kami untuk
menyelenggarakan PATEN,
masyarakat kami tidak perlu lagi
berurusan langsung ke ibukota cukup
hanya sampai di kecamatan saja,
walaupun tidak semua kewenangan

diberikan  kepada kami  tapi
setidaknya telah membantu
masyarakat kami

1X




PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten Aceh Tengah)
DESKRIFTIF WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN,
Nama . Nardi
Pangkat/Gol —rembina, I'V/a
Jabatan . Sekretaris Camat
NO PERTANYAAN JAWABAN

1 Mamfaat apa  yang Bapak | Pelimpahan sebagian kewenangan
rasakan setelah adanya { Bupati kepada Camat merupakan hal

kebijakan pelimpahan | yang baik sehingga volume kerja
kewenangan Bupati  kepada | pegawai di Pemerintah Kecamatan
camat? bertambahdan semakin meningkat,

jangan lagi ada kata-kata bahwa jika
bertugas di kecamatan tidak ada
kega; " Saya kira dengan adanya
pendelegasian ini, persepsi tentang
tidak ada kega dikantor camat dapat
dihilangkan dan  tentunya dengan
betambahnya .volome kerja harus
dibarenpi dengan tingkat kuaitas dan
kemampuan pegawal yang memadai
serta ditunjang dengan ketersediaan
prasarana yang juga juga harus
memadai  schingga harapan Kkita
menjadikan  kecamatan  seabapal
stimpul pelayanan bagi masyarakat
dapat dicapai




Bagaimana menurut Bapak
Keadaan Sarana dan Prasarana
PATEN di Kecamatan Bintang?

Keadaan sarana di Kantor Camat
Bintang pada tahun 2013 sampai
dengan tahun 2016 sebenamya masth
memadai, khususnya di tempat
pelayanan, mamun seiring dengan
bertambahnya  jumlah  pegawai
terutama Sekretaris Desa yang
pindah tugas ke kecamatan sehingga
meja dan kursi tempat piket tempat
pengaduan pelayanan dan termasuk 1
(satu) perangkat komputer terpaksa
kita alih fungsikan untuk sarana kerja
Sekretans desa yang pindah tersebut,
saat inl ada seckitar 5 (lima) orang
pepawni dari jabatan Sekretaris Desa
dan itupun masih ada yang belum
menmuliki meja dan kursi kerja dan
sarana lainnya

3 | Apa yang menjadi kendala | Memang benar adanya, prasarana
sehingga sarana dan prasarana | yang ada untuk penunjang PATEN
PATEN di Kecamatan Bintang | masih kurang, hal ini disebabkan
kurang memadai? karena alokasi anggaran untuk

Kegiatan PATEN di Kecamatan
Bintang tidak memadai dan dananya
terbatas.

4 | Kebijakan apa yang telah bapak | Sebagai bentuk keserjusan kami

implementasikan dalam
menyelenggarakan PATEN di
Keecamatan Bintang? dan
sndahkah terpemuhi kebutuhan-
kebutuhan yang bapak
harapkan?

selakn™ penyelenggaran PATEN di
Kecamatan™ Bintang, kami setap
tahunnya __selain. menganggarkan
PATEN  dalam * bentuk kegiatan
namun karenasketerbatasan anggaran,
porsi-  alokasi  anggaran  untuk
kegiatan PATEN kurang memadai,
sehingga banyak kebutuhan-
kebutuhan PATEN yang menurut
kami penting tidak terakomodir

X1




PELAYANAN ADMINISTRAS]I TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

{ Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun

2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten Aceh Tengah)
DESKRIFTIF WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN.
Nama Jamaluddin
Pangkat/Gol Penata, Tk I, IIl/d
Jabatan Kasi Pemerintahan
NO PERTANYAAN JAWABAN

1 | Persyaratan administratif | Sesual dengan aturan yang telah
penyelenggaraan PATEN salah | ditentukan dalam Perbup Bupati
satunya adalah Standar | Aceh  Tengah tentang  standar
Pelayanan, apakah ' Saudara | pelayanan yang didalamnya memuat
telah “menjalankan - Komponen | biaya yang dikenakan, kami yang
Standar . Pelayanan  sesual | menangani jenis pelayanan non
Peraturan Bupati Aceh Tengah | perizinan vaitu penerbitan Surat
Nomor 88" ahun 20177 Keputusan Perangkat Kampung akan

mematuhi  aturan  tersebut, sctiap
pengurusan penerbitan Surat
Keputusan Perangkat Kampung tidak
kami kenakan  biaya administrasi
sepersenpul.

2 Persyaratan ftcknis penyeleng- | Saw hal yang menjadi penghambat
garaan PATEN salah | pelaksanaan tugas-tugas kami selama
satunyanya adalah ketersediaan | ini adalah kurangnya jumlah pegawai

t sumber  daya, bagaimana | yang membantu kami, saya sendiri
keadaan sumber daya manusia | selaku Kasi Pemerintahan hanya
(pegawai) di Kantor Camat | memiliki satu orang staf, padahal
Bintang? yang saya butuhkan minimal dua
L orang, terkadang saya sendiri yang

X1l




turun tangan untuk mengerjakannya,
sepertt mengetik konsedran surat
keputusan camat tentang
pemberhentian/pengangkatan
aparatur kampung. Ini terjadi jika staf
saya berhalangan hadir atau staf saya
mengerjakan pekerjaan lain yang
saya perintahkan

Apa harapan Saudara terhadap
penyelengparaan PATEN di
Kecamatan Bintang?

Harapan saya semoga pelaksanaan
PATEN di Kecamatan Bintang
pelayanan semakin

xtit



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Di KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun

2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten Aceh Tengah)
DESKRIFTIF WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN,
Nama Salawati
Pangkat/Gol Penata, Tk L, IIL/d
Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
NO PERTANYAAN JAW ABAN
1 Persyaratan tekmis penyeleng- [ Masih banyak kekurangan terhadap
garaan PATEN salah | prasarana PATEN di Kecamatan
satunyanya adalah ketersediaan | Bmtang, pelayanan kami tidak akan
sarand dan prasarana, | maksimal jika hanya tergantung
bagainiana keadaan prasarana | kepada prasarana yang tersedia saat
PATEN di Kantor Camat |ini. Hal ini telah kami sampaikan
Bintang? kepada  Sekcam  agar  dapat
dianggarkan dalam kegiatan PATEN,
namun sampai  saat  inl belum
terealisasi
2 ‘\'Persyaratan teknis penyeleng-'| Hampir semuaseksi kekurangan

garaan PATEN salah | pegawai, terlebih di sub bagian saya
satunyanya adalah ketersediaan | yang merupakan dapur pemerintahan.
sumber  daya,  bagaimana | Saya hanya memiliki dua orang staf

dengan sumber daya manusia
(pegawai) yang ada di Kantor.
Camat Bintang?

yang merangkap sebagai petugas
loket. Terutama sekali petugas loket,
saat ini yang aktif sebagai petugas
loket hanya satu orang, sedangkan
yang satu lagi membantu jika volume
pekerjaan pelayanan PATEN cukup
tinggi. Akibat dari kekurangan

X1V




pegawai ini membuat saya sulit
membagi tugas kepada staf.

Apa harapan Saudara terhadap
penyelenggaraan PATEN di
Kecamatan Bintang?

Xy

Penyelenggaraan PATEN di
Kecamatan Bintang seiring dengan
berjalannya waktu semoga semakin
meningkat. Kualitas pelayanan harus
Juga ditingkatkan, Berikan
kesempatan kepada petugas loket
untuk mengikuti pelathan teknis
PATEN agar petugas loket tidak

salah dalam memahami aturan
.lN,




PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun

2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten Aceh Tengah)
DESKRIFTIF WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN.
Nama Halmahera
Pangkat/Gol Pengatur Muda Tk.L Il/b
Jabatan Staf/Petugas Loket.
NO PERTANYAAN JAWABAN
1 Salah “satu” komponen Standar | Kendala yang kami hadapi dalam
pelayanan PATEN  adalah | menyelesaikan dokumen terkadang
persyaratan pelayanan yang | tidak sespmai harapan, nasibh ada
harus dipenuhi oleh penerima { masyarakat yang mengurus
pelayanan PATEN, apakah | keperluannya  tidak  melengkapi
kendala yang Saudara alami | persyaratan menurut aturan yang
terhadap permasalahan ini? telah ditentukan, terpaksa kami harus
fuada™ duln dan menyampaikan
kepadamasyarakat untuk melengkapi
persyaratan yang.diperlukan
2 | Apakah seluruh doknmen yang'| Dokumen yang-kami terima tidak
diterbitkan — “melalui " meja | semuanya kami proses melalui meja
pelayanan PATEN? pelayanan, ada sebagian dokumen
langsung diserahkan kepada kepala
seksi terkait yang menangani
dokumen tersebut, seperti penerbitan
Surat Keputusan tentang Penerbitan
Keputusan Pengangkatan/
Pemberhentian Perangkat Kampung

xvi




Sebagai petugas loket, Apakah
kendala yang Saudara alami
dalam  melaksanakan tugas
tersebut?

kami terkendala dengan sarana
penunjang  pelaksanaan PATEN
khususnya pengolah data. perangkat
komputer yang ada saat ini hanya
satu unit, perangkat yang ada saat ini
juga sering mengalarm kerusakan,
sudah tentu hal ini mempengaruhi
tugas kami dalam menyelesaikan
dokumen yang harus segera kami
terbitkan terutama sckali penerbitan
surat rekomendasi

Bagaimana menurut Saudara,
keadaan sarana penunjang
PATEN “khususnya di ruang
pelavanan  tempat  Saudara
bertugas?

berurusan juga pasti merasa fiyaman

Sebenamya saya sebagai petugas
loket tidak merasa nyaman dengan
kondisi  gedung kantor yang ada,
dinding kantor khususnya ruang
pelayanan sangat kusam tidak pernah
dilakukan pengecatan. Imt sangat
berpengaruh  dan mengurangi
semangat kerja bagi saya, padahal
kenyamanan dalam bekerja itu yang
paling utama dan tentunya dengan
kerapian ruangan masyarakat yang
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PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun

2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten Aceh Tengah)
DESKRIFTIF WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN,
Nama Zulkarnaen.
Pekerjaan Pimpinan Perc. Bintang Mandiri.
Alamat Desa Gele Pulo Kecamatan Bintang
NO PERTANYAAN JAWABAN
1 Apakah dalami pemgurusan | Enam bulan yvang lalu saya mengurus
Dokunen yang anda perlukan, | izin usaha yang kami tekuni, dalam
petugas mampu menyelesaikan | proses penyelesaiannya cukup cepat
penerbitannya  sesuai  dengan | hanya butuh waktu 2 (dua) hari,
komponenstandar peiayanan? | -awainya saya datang ke kantor camat
hanya membawa dokumen photo
copy KTP dan KK, namun akhimnya
sayaspulang lagi karena persyaratan
helum - terpenubi; setelah peryaratan
saya penuhi dan. melengkapinya,
dalam tempo singkat tanpa berbelit-
belit surat izin.usaha percetakan saya
selesai, kebetulan ussha yang saya
rintis masih kecil-kecilan, cukup satu
kali saya herurusan ke kantor Camat
setelah persyaratan saya lengkapi
2 | Dalam pengurusan dokumen | Dalam pengurusan Surat Izin Tempat
melalei  PATEN,  apakah | Usaha, saya membayar sesual
Saudara dikenakan biaya sesuai | ketentuan yang berlaku tdak ada
dengan estindar pelayanan? biaya pengurusan melebihi aturan
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yang telah ditentukan

Bagaimana menurut Saudara
keadaan sarana dan prasarana
PATEN di Kecamatan Bintang,
terutama gedung Kantor Camat
Bintang?

A
I
I
h. B 4

Saya sangat kecewa dengan kondisi
gedung kantor Camat Bmtang dan
loket pelayanan PATEN, seharusnya
sebagai tempat pelayanan bagi
masyarakat harus merniliki
kewibawaan karena ini merupakan
lembaga kepemerintahan, kesan itn
hilang setelah melihat kondisi ruang
pelayvanan yang tidak terurus hingga
terkesan pelayanan vang dilakukan
erius dan asal-asalan




PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KECAMATAN BINTANG

( Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun

2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten Aceh Tengah)
DESKRIFTIF WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN,

Nama Tarlian

Pangkat/Gol Pengatur Muda Tk, II/b

Jabatan Staf/Petugas Loket.

NO - PERTANYAAN JAWABAN
1 | Dalam pengurusan ~ Surat | Sudah  sebulan kami melakukan

Keputusan Pemberhentian/ | pemilihan imem kampung yang baru,
Pengangkatan Aparatur Desa, { semua persyaratan untuk penerbitan
kendala apa yang Saudara | Surat Kepuntusan  Pengangkatan/
rasakan,.dalami pengurusai. Peinberhentian Imem kampung yang

penerbitannya melalui PATEN
di Kecamatan Bintang?

baru telah kami legkapi, dua minggu
yang lalu berkas sudah kami ajukan
ke kecamatan, namun sampai saat ini
belun kamirterima Surat Keputusan
dmaksud,  tentunya  hal int
bespengaruli  tethadap  pelaksaan
tugas-tugas Imemdi kampung kami

Salah saty komponen ‘sténdar
pclayanan adalah tariffblaya
yang dikenakan dalam
pengurusan dokumen, apakah
Saudara dikenakan biaya oleh
petugas PATEN ketika
mengurus  penerbitan  Surat

Keputusan Aparatur Desa ?

Dalam pengurusan berkas penerbitan
Surat  Keputusan  Pengangkatan/
Pemberhetian Kaur Kampung Linung
Bulen I, kami tidak pernah
dikenakan biaya apapun
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Apakah dalam pengurusan
penerbitan layanan penzinan
surat  rekomendasi  sesuai
dengan  stindar  pelayanan
PATEN menurut Perbup Bupati
Aceh Tengah Nomor 88 Tahun
20177

Saya datang ke kantor kecamatan
untuk mengurus rekomendasi
pindah/datang masyarakat saya. Saya
masukan berkas ke loket pelayanan
dengan kelengkapan syarat yang
diperlukan seperti KK, KTP, Formulir
F1.08, Formulir F1.01. persyaratan
tersebut saya peroleh informasinya
dari Kaur Pemerintahan kampung,
oleh petugasnya saya disurzh
menunggy, tidak sampai sata jam,
berkas vang saya sudah selesai
diproses, waktu saya tanya berapa
biayanya administrasinya?, petugas
loket menjawab ; tidak dikenakan
biaya pak

Bagaimana penilaian Saudara
terhadap.pelaksanaan PATEN

di Kecamatan Bintang terkait
dengan asas-asas pelayanan
publik?

Pelayanan PATEN di Kecamatan
Bintang ini_sudah cukup bagus, tidak
ada  diskriminasi atau  yang
diistimewakan semuanya saya lihat
tidak ada perbedaan. Hanya saja
ketepatan waktu dalam penerbitan
Surat Keputusan saja yang kadang-
kadang terlambat, alasannya karena
pak camat tidak berada di tempat
atau kelvar daerah. Karena Surat
Keputusan Pengangkatan dan
Pemberhentian  perangkat kampung
sepertioryang sedang saya urus
sekarang  vaitu . Surat Keputusan
Pengangkatan/Pemberhentian Kepala
Urusan  harus.oditandatangi  oleh
Camat, mungkin hanya disitu saja
kekurangannya, untuk biaya
penerbitan SK tidak pernah dipungut
oleb pihak kecamatan, barangkah
takut pungli..hehe (katanya bercanda)
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